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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.
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Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam menyusun Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.
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Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

29. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
30. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : 188 / ## / 432.304 /2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
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Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan. 
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 antara lain: 
1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.
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Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB  I. PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB  II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
BAB  III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.
3.1 Permasalahan Pelayanan PD
3.2 Isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 
Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.
4.1 	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
4.2 	Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam tiga tahun mendatang.
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.  
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan. Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.
BAB VIII. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. [bookmark: _Toc69467390][bookmark: _Toc70848018]Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

[bookmark: _Toc123674980][bookmark: _Toc123675507][bookmark: _Toc124792660][bookmark: _Toc123675772][bookmark: _Toc124792594][bookmark: _Toc123675642][bookmark: _Toc124792733][bookmark: _Toc70848019]BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 [bookmark: _Toc70848020][bookmark: _Toc124792595][bookmark: _Toc123675773][bookmark: _Toc124792734][bookmark: _Toc123675643][bookmark: _Toc123675508][bookmark: _Toc123674981][bookmark: _Toc124792661]Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibawah Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan di bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan  kepada Kabupaten.. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan meyelenggaraan fungsi: 
a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. Pengelolaan Bahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
d. Pembinaan dan pengawasan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Pemberdayaan dan pengembangan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
f. Pembinaan dan pengendalian unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, adalah sebagai berikut  :
A. Kepala Dinas 
B. Sekretariat membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
C. Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, dan 
Tata Bangunan membawahi :
1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Bina 
              Konstruksi;
2) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
3) Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan.
D. Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi, dan Air Bersih. 
membawahi :
1) Seksi Pendataan, Perencanaan Kawasan Permukiman dan 
              Sanitasi;
2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 
	   Permukiman;	
3) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Kawasan Permukiman 
  dan Air Bersih. 
[bookmark: _Toc123674982][bookmark: _Toc123674595][bookmark: _Toc123675644][bookmark: _Toc70848021][bookmark: _Toc123675774][bookmark: _Toc123675509]2.1.1  Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a mempuyai tugas pokok membantu bupati melaksanankan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut: 
a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. Pelaksanaan koordinasi terkait dengan kebijakan di bidang Pertanahan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
f. Pemberian rekomendasi perijinan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
g. Penilaian kinerja bawahan;
h. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
[bookmark: _Toc123675645][bookmark: _Toc123675510][bookmark: _Toc123675775][bookmark: _Toc123674596][bookmark: _Toc123674983][bookmark: _Toc70848022]2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
[bookmark: _Toc70848023]Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
c. Pengelolaan urusan penatalaksanaan hukum, informasi kesehatan, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan peraturan perundangan – undangan;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta program dan kegiatan Dinas;
f. Pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi antar Bidang;
h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar  Bidang;
i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar  Bidang;
j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
k. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi dinas;
l. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sekretariat;
m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi sekretariat;
n. Penilaian kinerja bawahan;
o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Sekretaris dalam melakukan tugas dan fungsinya dibantu oleh dua (2) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. Adapun tugas kedua sub bagian tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian
Sub bagian perencanaan, umum, dan kepegawaian mempunyai tugas :
a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas ;
b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan ;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Dinas ;
d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan Kantor ;
e. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
f. Melaksanakan analisa kebutuhan, dan pengadaan barang kebutuhan Dinas ;
g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas ;
h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karir pegawai usaha, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian ;
i. Menyusun bahan pengkoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas ;
j. Menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas ;
k. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan Dinas ;
l. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas; 
m. Menilai kinerja bawahan;
n. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset 
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ;
c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
d. Menilai kinerja bawahan;
e. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas ; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
[bookmark: _Toc123674984][bookmark: _Toc123675776][bookmark: _Toc123675646][bookmark: _Toc123674597][bookmark: _Toc123675511]2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang
A. Kepala Bidang Perumahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan
Bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan. 
Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi :
a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
b. Pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
c. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
d. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
e. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
f. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
g. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
h. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan;
i. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pendataan, sosialisasi dan persiapan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, rekomendasi izin lokasi penanaman modal, rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penyelesaian sengketa tanah dan pemberian ganti rugi, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, dan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
k. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
l. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
m. Analisis data dan informasi kinerja Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
n. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
o. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
p. Penilaian kinerja bawahan;
q. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
r. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
s. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ada;
t. Pembangunan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara serta penataan bangunan dan lingkungannya;
u. Pembinaan teknis penyelenggaraan pememilharaan dan perawatan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya;
v. Pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya; dan
w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan dibantu oleh 3 Seksi yaitu Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi, Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, dan Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan. Adapun tugas dari ketiga seksi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas :
a. Melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten;
b. Melaksanakan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
c. Melaksanakan pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani;
d. Melaksanakan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
e. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten;
f. Melaksanakan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;
g. Melaksanakan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana;
h. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan;
i. Melaksanakan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP;
j. Melaksanakan pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator;
k. Melaksanakan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana;
l. Melaksanakan koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan;
m. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;
n. Melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana;
o. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
p. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) perumahan umum/rumah susun umum;
q. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
r. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
s. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pendataan, sosialisasi dan persiapan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, rekomendasi izin lokasi penanaman modal, rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penyelesaian sengketa tanah dan pemberian ganti rugi;
t. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
u. Melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program, serta identifikasi lahan potensial lokasi relokasi perumahan;
v. Melaksanakan pengumpulan data rumah korban bencana dan data tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
w. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi;
x. Pelaksanaan sosialisasi mekanisme dan syarat teknis calon penerima rumah bagi korban bencana dan mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan;
y. Pemrosesan dan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan izin lokasi penanaman modal;
z. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengendalian kegiatan perumahan prasarana sarana dan utilitas umum;
aa. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
ab. menilai kinerja bawahan;
ac. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
ad. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
ae. Menyusun bahan kebijakan pembinaan jasa konstruksi dan kerjasama teknis dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah dan asosiasi terkait ;
af. Melaksanakan penyebarluasan perundang-undangan bangunan gedung dan jasa konstruksi kepada para penyelenggara pembangunan ;
ag. Melaksanakan penyusunan standarisasi teknis dan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ;
ah. Menyusun bahan evaluasi kinerja badan usaha jasa konstruksi dan pengawasan dalam rangka tertib penyelenggaran jasa konstruksi ;
ai. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan penelitian bidang jasa konstruksi;
aj. Melaksanakan pendaftaran dan penetapan fungsi bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya ;
ak. Menyusun bahan pembinaan teknis pengalihan status dan hak bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya; dan
al. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas :	
a. Melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
b. Melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana;
c. Melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana;
d. Melaksanakan pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
e. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten;
f. Melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten;
g. Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten;
h. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun;
i. Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
k. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
m. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
n. Melaksanakan penyusunan site plan dan/atau ded rumah korban bencana atau relokasi program,pengadaan lahan dan pembangunan rumah bagi korban bencana, dan operasional pemeliharaan lingkungan perumahan;
o. Melaksanakan distribusi rumah bagi korban bencana dan relokasi, serta pemenuhan tata usaha serah terima rumah bagi korban;
p. Melaksanakan fasilitasi penatausahaan dan pemanfaatan, danpengelolaan kelembagaan pemilik rumah susun;
q. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
r. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
s. Menilai kinerja bawahan;
t. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
u. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
v. Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni, dan;
w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan
Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan perencanaan penyediaan PSU perumahan;
b. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
d. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyelenggaraan PSU perumahan;
f. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
g. Melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap darurat;
h. Menerapkan kebijakan perencanaan dan pengendalian penyediaan PSU perumahan;
i. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
k. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
l. Menilai kinerja bawahan;
m. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
o. Menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan, bantuan teknis penyusunan program, dan pembiayaan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya, pembinaan teknis dan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah, serta pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya;
p. Menyusun bahan kebijakan pengaturan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung beserta lingkungannya;
q. Menyusun bahan pembinaan teknis pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan bangunan gedung beserta lingkungannya;
r. Menyusun bahan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang – undangan, pedoman, dan standar teknis pembangunan gedung beserta lingkungannya ; dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih 
Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Kawasan Permukiman.
Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Kawasan  Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
c. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
d. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;
e. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang fasilitasi penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan pelaksanaan registrasi dan sertifikasi orang atau badan hukum yang merancang dan merencanakan rumah dan PSU dengan kemampuan kecil;
g. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
h. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman; 
i. Analisis data dan informasi kinerja bidang kawasan permukiman;
j. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
k. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
l. Penilaian kinerja bawahan;
m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang kawasan permukiman;
n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
o. Perencanaan, penataan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian serta penyehatan lingkungan permukiman;
p. Fasilitasi dalam rangka perencanaan penyusunan program, kebijakan, dan strategi peningkatan dan pemeliharaan serta penyehatan lingkungan permukiman;
q. Pengendalian, fasilitasi, pembinaan, dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penyehatan  lingkungan permukiman ; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Kawasan Permukiman Sanitasi dan Air Bersih dibantu oleh 3 Kepala Seksi, yaitu Seksi Pendataan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi, Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Seksi Pemanfaatan Pengendalian Kawasan Permukiman dan Air Bersih, Adapun tugas dari ketiga seksi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi
Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi mempunyai tugas :
a. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
b. Melaksanakan penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
d. Melaksanakan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
e. Melaksanakan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
f. Melaksanakan pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
g. Melaksanakan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
i. Melaksanakan penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang PKP;
j. Melaksanakan penyusunan rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
k. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
l. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
m. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
n. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
o. Melaksanakan pendataan dan verifikasi; penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
p. Melaksanakan pelaksanaan pemrosesan dan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
q. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
r. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
s. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
t. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
u. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
v. Menilai kinerja bawahan;
w. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
x. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
y. Menyusun bahan kebijakan, strategi, dan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman;
z. Melaksanakan fasilitasi penyiapan program pembangunan serta fasilitasi perencanaan dan pemberian izin pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
aa. Menyusun bahan petunjuk teknis perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan serta melaksanakan pembangunan fisik prasarana dan sarana sanitasi ;
ab. Menyusun bahan pengawasan, pengendalian, pemberian bantuan teknis, dan pembinaan manfaat prasarana dan sarana sanitasi, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan kriteria;
ac. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis pengembangan sanitasi, fasilitasi pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggara penyediaan sanitasi, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
ad. Menyusun bahan evaluasi kinerja pelayanan penyelenggaraan sanitasi dalan rangka penyehatan lingkungan permukiman ; dan
ae. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman Sanitasi dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
c. Melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU;
d. Melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
e. Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
f. Melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
g. Melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
h. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
i. Melaksanakan survey tentang system drainse perkotaan, serta menyusun rencana dan gambar;
j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perbaikan rumah tidak layak huni, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh, dan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
k. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
l. Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
m. Melaksanakan kebijakan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
n. Melaksanakan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
o. Memberi bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
p. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
q. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
r. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
s. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
t. Menilai kinerja bawahan;
u. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
v. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan  Permukiman dan Air Bersih
Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan  Permukiman dan Air Bersih mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan  Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program permukiman kumuh,pelaksanaan registrasi dan rekomendasi sertifikasi orang atau badan hukum yang merancang dan merencanakan pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
f. Melaksanakan tata usaha penyerahan rumah bagi masyarakat terdampak program permukiman kumuh;
g. Melaksanakan registrasi orang atau badan hukum pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
h. Melaksanakan pemrosesan dan penyiapan rekomendasi sertifikasi orang atau badan hukum pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
i. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
j. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
k. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
l. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
m. Menilai kinerja bawahan;
n. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
o. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
p. Menyusun bahan kebijakan, strategi, dan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana air bersih;
q. Melaksanakan fasilitasi penyiapan program pembangunan serta fasilitasi perencanaan dan pemberian izin pembangunan prasarana dan sarana air bersih;
r. Menyusun bahan petunjuk teknis perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan serta melaksanakan pembangunan fisik prasarana dan sarana air bersih;
s. Menyusun bahan petunjuk pengawasan, pengendalian, pemberian bantuan teknis, dan pembinaan manfaat prasarana dan sarana air bersih, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan kriteria;
t. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis pengembangan sanitasi, fasilitasi pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggara penyediaan air bersih, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana air bersih;
u. Menyusun bahan  evaluasi kinerja pelayanan penyelenggara air bersih ; dan
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman Sanitasi dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.
Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
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Sumber : Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020
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Pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 
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Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai struktur organisasi terdiri dari 33 orang ASN dan 27 orang non ASN. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebanyak 60 Orang, yang terdiri dari: 
1. Eselon II	: 1 Orang
2. Eselon III	: 3 Orang
3. Eselon IV	: 2 Orang
4. Pejabat fungsional	: 7 Orang
5. Staf/Non Eselon 	: 47 Orang
Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 60 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:
1. Sarjana S-2	: 4 Orang
2. Sarjana S-1	: 16 Orang
3. Diploma-3 	: 4 Orang
4. Diploma-2	: 1 Orang
5. SLTA	: 35 Orang
6. SLTP	:
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	Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc123675781][bookmark: _Toc70874925][bookmark: _Toc123675650][bookmark: _Toc124792666][bookmark: _Toc124792739][bookmark: _Toc124792600]Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

	No,
	Nama Barang
	Jumlah asset yang dimiliki (RP)
	Keterangan
	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)
	Keterangan

	
	
	Unit
	Rp,
	
	Unit
	Rp,
	

	1
	Mobil
	5
	838.990.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	2
	Sepeda Motor
	10
	149.158.800
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	3
	Komputer
	20
	216.052.800
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	4
	Laptop
	18
	164.398.457
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	5
	Printer
	27
	106.931.200
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	6
	Meja Kerja
	58
	108.876.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	7
	Kursi Kerja
	10
	58.317.300
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	8
	Ac
	8
	49.765.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	9
	Lemari
	16
	86.946.500
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	10
	Camera
	4
	36.240.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	11
	Hard Disk
	3
	3.856.500
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	12
	Alat Ukur
	14
	23.100.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	13
	Proyektor
	3
	25.570.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	14
	Loud Speker
	2
	1.280.400
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	15
	Alat Kantor
	16
	5.600.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	16
	Alat Penghancur Kertas
	1
	2.750.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	17
	Jam Elektronik
	1
	800.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	18
	Mesin Potong Rumput
	1
	8.500.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	19
	Faksimil
	1
	2.495.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	20
	Alat Besar Darat
	1
	31.622.250
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	21
	Alat Rumah Tangga
	1
	59.100.000
	Kondisi Baik
	-
	-
	 

	22
	Alat Studio Dan Alat Komunikasi
	1
	9.800.000
	Kondisi Baik
	-
	-
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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[bookmark: _Toc124792668][bookmark: _Toc124792602][bookmark: _Toc124792741]Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

	No.
	Indikator
	NSPK
	IKK
	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tematik Lainnya, misal stunting dll)
	Target Renstra PD Tahun ke
	Realisasi Capaian Tahun ke-
	Rasio Capaian pada Tahun ke-

	
	
	
	
	
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022

	1
	Prosentase Rumah Layak Huni
	 
	 
	 
	97,37%
	95,33%
	97,17%
	 
	 
	n/a
	81%
	95,51%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Jumlah Kecamatan yang mendapat validasi studi data base rumah tidak layak huni perdesaan
	 
	 
	 
	0
	2    Kecamatan
	0
	 
	 
	n/a
	2 kecamatan 
	n/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Infrastruktur di Bidang Perumahan yang terkoordinasi
	 
	 
	 
	300 unit
	175 unit
	130 unit
	 
	 
	n/a
	171 unit
	129 Unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya
	 
	√
	 
	200 unit
	416 Unit
	50 unit
	 
	 
	n/a
	383 unit
	50 unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
	√
	 
	 
	160 unit
	7 Unit
	464 unit
	 
	 
	n/a
	7 unit 
	454 unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Jumlah rumah  yang di bangun
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	 
	 
	n/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Jumlah Aplikasi tekhnologi informasi
	 
	 
	 
	1 aplika si
	1 aplika si
	1 aplika si
	 
	 
	n/a
	0
	1 aplikasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Infrastruktur di Bidang Perumahan yang terkoordinasi
	 
	 
	 
	300 unit
	175 unit
	130 unit
	 
	 
	n/a
	172 unit
	129 Unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Tertangani
	 
	 
	 
	89%
	85%
	85%
	 
	 
	n/a
	48%
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Prosentase Kawasan Permukiman Perkotaan yang tertangani
	 
	 
	 
	49,25%
	46,25%
	47,75%
	 
	 
	n/a
	30%
	46,42%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Prosentase Pondok pesantren yang tertangani
	 
	 
	 
	38,50%
	37,38%
	38%
	 
	 
	n/a
	31%
	36,90%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Prosentase Kawasan Perdesaan yang tertangani
	 
	 
	 
	60%
	35,38%
	54,78%
	 
	 
	n/a
	0
	54,78%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Jumlah kawasan lingkungan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya
	√
	 
	 
	22 unit
	7 unit
	0%
	 
	 
	n/a
	0
	n/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Jumlah sarana dan prasarana Lingkungan Pondok Pesantren yang dibangun/ direhabilitasi
	√
	 
	 
	70 unit
	134 unit
	208 unit
	 
	 
	n/a
	118 unit
	202 unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Jumlah sarana dan prasarana Wilayah Permukiman Perkotaan yang mendapat perbaikan lingkungan
	 
	 
	 
	0
	240 unit
	67 unit
	 
	 
	n/a
	228 unit
	65 unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Jumlah sarana dan Prasarana Wilayah Kawasan Agropolitan yang dilaksanakan
	 
	 
	 
	0
	70 unit
	0
	 
	 
	n/a
	37 unit
	n/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Jumlah sarana dan prasarana kawasan permukiman yang dibangun
	 
	 
	 
	0
	5 unit
	0
	 
	 
	n/a
	5 unit
	n/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Jumlah Sarana dan Prasaran Kawasan Minapolitan yang dikembangkan
	 
	 
	 
	0
	77 unit
	0
	 
	 
	n/a
	77
	n/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Jumlah sarana dan prasarana kawasan pesisir yang dibangun
	 
	 
	 
	0
	9 unit
	0
	 
	 
	n/a
	9 unit
	n/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Jumlah saluran permukiman kawasan perkotaan yang di normalisasi
	√
	 
	 
	6 unit
	10 unit
	5 unit
	 
	 
	n/a
	10 unit
	5 unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Perdesaan yang tertangani ( Kawasan Minapolitan, Rupanandur, Kampung Batik, Kawasan Bagi Rasa, Kawasan Kumuh di perdesaan )
	√
	 
	 
	29 unit
	22 unit
	435 unit
	 
	 
	n/a
	0
	423 unit
	 
	 
	n/a
	0
	97%
	 
	 

	22
	Jumlah infrastruktur Permukiman di Kawasan Perdesaan yg tertangani

	√
	 
	 
	0
	0
	40 unit
	 
	 
	n/a
	0
	38 unit
	 
	 
	n/a
	0
	95%
	 
	 

	23
	Jumlah dokumen identifikasi Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman
	√
	 
	 
	2 dokumen
	2 dokumen
	2 dokumen
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	24
	Prosentase penyelenggaraan bangunan gedung

	 
	 
	 
	26%
	28%
	30%
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	25
	Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung  yang dikoordinasikan
	√
	 
	 
	300 unit 
	300 unit 
	300 unit 
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	26
	Jumlah Bangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah daerah yang dibangun
	 
	 
	 
	1 unit
	1 unit
	1 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	27
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Instansi Pemerintah Daerah yang disusun
	√
	 
	 
	4 dokumen
	4 dokumen
	1 dokumen
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	28
	Jumlah Gedung Kantor / Instansi Pemerintah Daerah yang dibangun
	√
	 
	 
	1 unit
	1 unit
	1 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	29
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL)
	 
	 
	 
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	30
	Jumlah Bangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah daerah yang direhab
	√
	 
	 
	3 unit
	3 unit
	3 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	31
	Jumlah Aplikasi tekhnologi informasi
	 
	 
	 
	1 aplikasi
	1 aplikasi
	1 aplikasi
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	32
	Jumlah Bangunan Fasilitas Umum Kabupaten yang dibangun / yang di rehabilitasi
	 
	 
	 
	1 unit gapura
	1 unit gapura
	1 unit gapura
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	33
	Prosentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Air Minum
	 
	 
	 
	55,53%
	56,53%
	57,53%
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	34
	Prosentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air limbah / Sanitasi
	 
	 
	 
	65,65%
	66,65%
	67,65%
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	35
	Jumlah Lokasi Pengeboran air minum / air bersih
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	36
	Jumlah lokasi penerima bantuan PAMSIMAS
	 
	 
	 
	14 unit
	14 unit
	14 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	37
	Jumlah lokasi yang mendapatkan pipanisasi / air bersih / air minum
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	38
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi yang terkoordinasi
	 
	 
	 
	1 unit
	1 unit
	1 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	39
	Jumlah lokasi yg mendapatkan pembangunan sarana / prasarana sanitasi
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	40
	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan SPAM dan Sanitasi
	 
	 
	 
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	41
	Jumlah lokasi penerima bantuan air minum dan sanitasi
	 
	 
	 
	3 unit
	3 unit
	3 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	42
	Jumlah Jaringan Perpipaan yang dibangun/dikembangkan di wilayah perkotaan
	 
	 
	 
	3 unit
	3 unit
	5 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	43
	Jumlah Jaringan Perpipaan yang dibangun/dikembangkan di wilayah perdesaan
	 
	 
	 
	5 unit
	5 unit
	8 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	44
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan IPAL Kombinasi MCK
	 
	 
	 
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	45
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan MCK++  Pondok Pesantren
	 
	 
	 
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	46
	Jumlah Lokasi Pengeboran air minum / air bersih
	 
	 
	 
	50 unit
	50 unit
	50 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	47
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM yang dibina
	 
	 
	 
	6 unit
	6 unit
	6 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	48
	Jumlah lokasi titik air yang ditentukan melalui Geolistrik
	 
	 
	 
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	49
	Jumlah Kecamatan yang mendapat Validasi studi data base sanitasi
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	50
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual  
	 
	 
	 
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	51
	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	52
	Prosentase tenaga terampil yang bersertifikat di bidang Jasa Konstruksi
	 
	 
	 
	24%
	24%
	24%
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	53
	jumlah tenaga terampil yang kompeten di bidang jasa konstruksi
	 
	 
	 
	100 orang
	100 orang
	100 orang
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	54
	jumlah badan usaha yang direkomendasikan untuk diterbitkan izin usaha jasa konstruksi
	 
	 
	 
	100 badan usaha
	100 badan usaha
	100 badan usaha
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	55
	Jumlah Aplikasi tehnologi informasi
	 
	 
	 
	1 aplikasi
	1 aplikasi
	1 aplikasi
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 
	n/a
	n/a
	n/a
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80%
	80%
	 
	 
	 
	76%
	62,22%
	 
	 
	 
	94,63%
	77,78%

	57
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 SPAM
	11 SPAM
	 
	 
	 
	7 SPAM
	10 SPAM
	 
	 
	 
	100,00%
	90,91%

	58
	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 dokumen
	2 dokumen
	 
	 
	 
	2 dokumen
	2 dokumen
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	59
	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 desa/kel
	 
	 
	 
	 
	7 desa
	 
	 
	 
	-
	63,64%

	60
	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 Dusun
	214 Dusun
	 
	 
	 
	294 dusun
	162 dusun
	 
	 
	 
	94,53%
	75,70%

	61
	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 Desa
	 
	 
	 
	 
	4 desa
	 
	 
	 
	-
	100,00%

	62
	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Desa
	1 Desa
	 
	 
	 
	1 Desa
	1 desa
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	63
	 Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Desa
	 
	 
	 
	 
	2 desa
	 
	 
	 
	-
	100,00%

	64
	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 Desa
	5 Desa
	 
	 
	 
	9 Desa
	5 desa
	 
	 
	 
	90,00%
	100,00%

	65
	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 KKM
	4 KKM
	 
	 
	 
	4 KKM
	0
	 
	 
	 
	80,00%
	-

	66
	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 unit
	1 unit
	 
	 
	 
	1 Unit
	1 Unit
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	67
	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 kegiatan
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	-
	-

	68
	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 Desa
	12 Desa
	 
	 
	 
	10 Desa
	12 Desa
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	69
	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 desa/kel
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	-
	100,00%

	70
	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,65%
	66,65%
	 
	 
	 
	62,97%
	62,72%
	 
	 
	 
	95,92%
	94,12%

	71
	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 SPAL
	6 SPAL
	 
	 
	 
	2 SPAL
	5 SPAL
	 
	 
	 
	100,00%
	83,33%

	72
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	-

	73
	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 Desa
	8 Desa
	 
	 
	 
	17 Desa
	7 Desa
	 
	 
	 
	89,47%
	87,50%

	74
	Jumlah SDM Tehnik pengelolaan air limbah domestik yang dibina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 SDM
	 
	 
	 
	 
	35 SDM
	 
	 
	 
	 
	100%

	75
	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 Peserta
	 
	 
	 
	 
	32 Peserta
	 
	 
	 
	 
	100%

	76
	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 SDM
	 
	 
	 
	 
	12 SDM
	 
	 
	 
	 
	100%

	77
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Desa
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	-

	78
	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dilakukan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Kegiatan
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	-

	79
	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 Desa
	9 Desa
	 
	 
	 
	30 Desa
	9 Desa
	 
	 
	 
	100,00%
	100%

	80
	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,25%
	50,75%
	 
	 
	 
	46,43%
	20,76%
	 
	 
	 
	94,29%
	40,91%

	81
	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Sistem Drainase
	3 Sistem Drainase
	 
	 
	 
	1 sistem drainase
	3
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	82
	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 Desa
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	25,71%

	83
	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 Desa
	9 Desa
	 
	 
	 
	33 desa
	9
	 
	 
	 
	94,29%
	100,00%

	84
	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	100,00%

	85
	Persentase Permukiman yang Dikembangkan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,00%
	70,00%
	 
	 
	 
	59,12%
	50,37%
	 
	 
	 
	98,53%
	71,97%

	86
	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Infrastruktur
	2 Infrastruktur
	 
	 
	 
	1 infrastruktur
	2 infrastruktur
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	87
	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550 Unit
	658 Unit
	 
	 
	 
	468 unit
	473 unit
	 
	 
	 
	98,53%
	71,88%

	88
	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 unit
	 
	 
	 
	 
	2 unit
	 
	 
	 
	 
	100,00%

	89
	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	-

	90
	Persentase Bangunan Gedung yang tertata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00%
	28%
	 
	 
	 
	25,63%
	33,92%
	 
	 
	 
	98,58%
	121,15%

	91
	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Penyelenggaraan
	2 Penyelenggaraan
	 
	 
	 
	2 penyelenggaraan
	2 penyelenggaraan
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	92
	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200 Unit
	200 Unit
	 
	 
	 
	200 unit
	244 unit
	 
	 
	 
	100,00%
	122,00%

	93
	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 Unit
	8 Unit
	 
	 
	 
	11 unit
	8 Unit
	 
	 
	 
	78,57%
	100%

	94
	jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	95
	jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	96
	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,5%
	39,00%
	 
	 
	 
	34,65%
	36,58%
	 
	 
	 
	90,01%
	93,80%

	97
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Penataan Bangunan
	1 Penataan Bangunan
	 
	 
	 
	1 penataan bangunan
	1 penataan bangunan
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	98
	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200 Unit
	242  Unit
	 
	 
	 
	181 unit
	227 unit
	 
	 
	 
	90,50%
	93,80%

	99
	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24%
	24%
	 
	 
	 
	9,04%
	24,89%
	 
	 
	 
	37,67%
	103,71%

	100
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Penyelenggara an
	2 Penyelenggara an
	 
	 
	 
	2 penyelenggaraan
	2 penyelenggaraan
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	101
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 Orang
	100 Orang
	 
	 
	 
	34 orang
	135 orang
	 
	 
	 
	34,00%
	135,00%

	102
	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 Orang
	100 Orang
	 
	 
	 
	34 orang
	135 orang
	 
	 
	 
	34,00%
	135,00%

	103
	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 IUJK
	1 IUJK
	 
	 
	 
	1 IUJK
	0
	 
	 
	 
	100,00%
	-

	104
	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 Badan Usaha
	0
	 
	 
	 
	61 badan usaha
	0
	 
	 
	 
	61,00%
	-

	105
	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	28,57%
	 
	 
	 
	-
	17,71%
	 
	 
	 
	-
	62,00%

	106
	Jumlah Dokumen SOP yang disusun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1 Dokumen
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	0,00%

	107
	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	100 Orang
	 
	 
	 
	-
	70
	 
	 
	 
	-
	70,00%

	108
	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	50 Badan Usaha
	 
	 
	 
	-
	23
	 
	 
	 
	-
	46,00%

	109
	Prosentase Rumah Layak Huni
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,04%
	 
	 
	 
	-
	28,45%
	 
	 
	 
	-
	29,63%

	110
	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 Pendataan
	 
	 
	 
	-
	3 pendataan
	 
	 
	 
	-
	60,00%

	111
	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Kecamatan
	 
	 
	 
	-
	2 kecamatan
	 
	 
	 
	-
	100,00%

	112
	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Kecamatan
	 
	 
	 
	-
	2 kecamatan
	 
	 
	 
	-
	100,00%

	113
	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertengani yang disediakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Kecamatan
	 
	 
	 
	-
	2 kecamatan
	 
	 
	 
	-
	100,00%

	114
	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Kecamatan
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	0,00%

	115
	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Kecamatan
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	0,00%

	116
	jumlah data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang disediakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Kecamatan
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	-

	117
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,39%
	 
	 
	 
	-
	11,82%
	 
	 
	 
	-
	29,27%

	118
	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 Unit
	 
	 
	 
	-
	12 unit
	 
	 
	 
	-
	29,27%

	119
	jumlah dokumen site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang disusun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	-

	120
	jumlah lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang diadakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Unit
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	-

	121
	jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 Unit
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	-

	122
	jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program yang dibangun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 Unit 
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	-

	123
	jumlah lingkungan perumahan  pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 Unit
	 
	 
	 
	-
	12 unit
	 
	 
	 
	-
	30,00%

	124
	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	0,00%

	125
	jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 Izin
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	-

	126
	jumlah Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dikoordinasikan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 Koordinasi
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	-

	127
	Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	0,00%

	128
	jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang dikoordinasikan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 Unit
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	-
	-

	129
	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89%
	92%
	 
	 
	 
	89%
	92%
	 
	 
	 
	100%
	100,00%

	130
	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%
	 
	 
	 
	-
	50%
	 
	 
	 
	 
	100,00%

	131
	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Paket
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	 
	-

	132
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh  yang disusun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	 
	 
	 
	-
	2 dokumen
	 
	 
	 
	 
	100,00%

	133
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Paket
	 
	 
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	 
	-

	134
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Kawasan
	1 Kawasan
	 
	 
	 
	1 kawasan
	1 kawasan
	 
	 
	 
	100%
	100,00%

	135
	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	 
	 
	 
	3 dokumen
	3 dokumen
	 
	 
	 
	100%
	100,00%

	136
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	-
	-

	137
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang  ditingkatkan kualitasnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 Peningkatan Kualitas
	2 Peningkatan Kualitas
	 
	 
	 
	2 peningkatan kualitas
	2 peningkatan kualitas
	 
	 
	 
	100%
	100%

	138
	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 Unit
	270 Unit
	 
	 
	 
	61 unit
	270 unit
	 
	 
	 
	100%
	100%

	139
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 Koordinasi
	3 Koordinasi
	 
	 
	 
	3 koordinasi
	3 koordinasi
	 
	 
	 
	100%
	100%

	140
	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,80%
	96,04%
	 
	 
	 
	89,90%
	95,91%
	 
	 
	 
	93,84%
	99,87%

	141
	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Perbaikan RTLH
	1 Perbaikan RTLH
	 
	 
	 
	1 perbaikan RTLH
	1 perbaikan RTLH
	 
	 
	 
	100,00%
	100,00%

	142
	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha  yang diperbaiki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	722 Unit
	751 Unit
	 
	 
	 
	717 unit
	750 unit
	 
	 
	 
	99,31%
	99,87%

	143
	Persentase PSU yang ditingkatkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,33%
	66,66%
	 
	 
	 
	33,33%
	33,33%
	 
	 
	 
	100,00%
	50,00%

	144
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,11%
	44,44%
	 
	 
	 
	11,11%
	22,22%
	 
	 
	 
	100,00%
	50,00%

	145
	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 PSU
	2 PSU
	 
	 
	 
	1 PSU
	1 PSU
	 
	 
	 
	100,00%
	50,00%

	146
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari,
	√
	 
	100%
	 
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	72,58%
	78,88%
	94,54%
	97,02%
	-
	72,58%
	78,88%
	94,54%
	97,02%

	147
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
	√
	 
	100%
	 
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	85,11%
	89,90%
	93,68%
	94,95%
	-
	85,11%
	89,90%
	93,68%
	94,95%

	148
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
	√
	 
	100%
	-
	178 unit
	251 unit
	407 Unit
	41 Unit
	-
	178 unit
	251 unit
	407 Unit
	12 Unit
	-
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	29,27%

	149
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten / Kota
	√
	 
	-
	-
	4 unit
	-
	-
	-
	-
	4 unit
	-
	-
	-
	-
	100,00%
	-
	-
	-

	150
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
	√
	 
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	13,37%
	53,75%
	78,87%
	67,78%
	69,93%
	13,37%
	53,75%
	78,87%
	67,78 %
	69,93%

	151
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
	√
	 
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	85,11%
	89,90%
	93,68%
	94,95%
	-
	85,11%
	89,90%
	93,68%
	94,95%

	152
	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
	√
	 
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	94,61%
	95,33%
	95,62%
	96,00%
	96,75%
	94,61%
	95,33%
	95,62%
	96,00%
	96,75%

	153
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari
	√
	√
	 
	                     885.288 
	                     879.992 
	                     830.889 
	                     845.110 
	                     869.711 
	                       11.840 
	                     638.704 
	                     655.364 
	                     798.932 
	                     843.810 
	1,34%
	72,58%
	78,88%
	94,54%
	97,02%

	154
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
	√
	√
	 
	                     221.322 
	                     221.322 
	                     221.322 
	                     221.322 
	                     221.322 
	                       38.000 
	                     188.364 
	                     198.972 
	                     207.334 
	                     210.148 
	17,17%
	85,11%
	89,90%
	93,68%
	94,95%

	155
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
	√
	√
	 
	                             21 
	                            308 
	                            881 
	                         1.284 
	                         1.528 
	                             21 
	                            308 
	                            881 
	                         1.284 
	                         1.528 
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	156
	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
	√
	√
	 
	 - 
	 - 
	                            104 
	                            138 
	                            278 
	                                - 
	                                - 
	                             71 
	                            101 
	                            236 
	-
	-
	68,27%
	73,19%
	84,89%

	157
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
	√
	√
	 
	 - 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	                               2 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	                               2 
	-
	-
	-
	-
	100,00%

	158
	Jumlah Warga
 Negara korban
 bencana yang
 memperoleh
 rumah layak
huni
	√
	√
	 
	 - 
	178
	251
	407
	41
	-
	178
	251
	407
	12
	-
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	29,27%

	159
	Jumlah Warga
 Negara yang
 terkena relokasi
 akibat program
 Pemerintah
Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
	√
	√
	 
	                                - 
	                               4 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	                               4 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	-
	100,00%
	-
	-
	-

	160
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani
	√
	√
	 
	53,55
	10,41
	127,25
	101,31
	74,53
	43,14
	10,41
	0
	25,94
	52,72
	80,56%
	100,00%
	0,00%
	25,60%
	70,74%

	161
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
	√
	√
	 
	                     221.322 
	                     221.322 
	                     221.322 
	                     221.322 
	                     221.322 
	                       11.924 
	                       10.346 
	                         9.702 
	                         8.854 
	                         7.112 
	5,39%
	4,67%
	4,38%
	4,00%
	3,21%

	162
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	√
	√
	 
	 - 
	 - 
	                     221.322 
	                     221.322 
	                     221.322 
	-
	-
	774
	1302
	1842
	-
	-
	0,35%
	0,59%
	0,83%
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[bookmark: _Toc123674602][bookmark: _Toc124792669][bookmark: _Toc123675518][bookmark: _Toc123675653][bookmark: _Toc70874657][bookmark: _Toc123674989][bookmark: _Toc124792603][bookmark: _Toc123675784][bookmark: _Toc124792742][bookmark: _Toc70875575][bookmark: _Toc70848030]Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tabel diatas menjadi acuan kami untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah ke depannya. Berikut kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sampai dengan akhir tahun 2022 yaitu :
1. Penduduk perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem jaringan perpipaan sampai akhir tahun 2022 dari hasil pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PDAM dan Dinas Kesehatan yaitu sebesar 608.181 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan 869.711 jiwa atau sebesar 69,93%
2. Rumah tangga yang menerima manfaat dari hasil layanan pengolahan air limbah domestik sampai akhir tahun 2022 yaitu sebanyak 210.148 rumah tangga, atau sekitar 94,95% dari 221.322 jumlah rumah di Kabupaten Pamekasan.
3. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh baik dari sumber dana APBD maupun APBN sampai tahun 2022 yaitu sebanyak 216.217 rumah layak huni, atau sekitar 97,69% dari 221.322 jumlah rumah.
4. Luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang sudah ditangani sampai tahun 2022 ini yaitu 26,78Ha, atau sekitar 26,43% dari 127,25Ha luasan kawasan permukiman kumuh sesuai SK Bupati Pamekasan tentang Kawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman tahun 2019.
5. Masyarakat yang memperoleh layanan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun 2022 yaitu sebanyak 12 rumah dengan jenis bencana banjir, kebakaran dan rumah tua rapuh, atau sekitar 29,27% dari 41 rumah korban bencana yang akan ditangani. Capaian ini terhitung kecil karena pertama, sumber dananya bukan BTT (Belanja Tidak Terduga) sehingga pengelolaan anggarannya mengadopsi dari kegiatan RTLH. Kedua, pemilihan rumah korban bencana yang akan ditangani difokuskan pada rumah dengan tingkat kerusakan yang berat saja.
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	Indikator Kinerja
	Anggaran pada Tahun
	Realisasi Anggaran pada Tahun 
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 
	Rata-rata Pertumbuhan

	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2019
	2020
	2021
	2022
	2019
	2020
	2021
	2022
	Anggaran
	Realisasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14
	15
	16
	18
	19

	Program Pengembangan Perumahan
	Prosentase Rumah Layak Huni
	Rp799.873.000 
	Rp698.466.000 
	 
	 
	 
	Rp673.302.783 
	Rp603.743.800 
	 
	 
	84,18%
	86,44%
	n/a
	n/a
	-12,68%
	-10,33%

	Validasi Database Rumah Tidak Layak Huni Perdesaan
	Jumlah Kecamatan yang mendapat validasi studi data base rumah tidak layak huni perdesaan
	Rp250.000.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp213.419.550 
	n/a
	 
	 
	85,37%
	n/a
	n/a
	n/a
	-100,00%
	#VALUE!

	Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
	Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya
	Rp140.593.000 
	Rp30.000.000 
	 
	 
	 
	Rp48.929.279 
	Rp9.835.600 
	 
	 
	34,80%
	32,79%
	n/a
	n/a
	-78,66%
	-79,90%

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	Jumlah rumah tidak layak huni yang di bangun
	Rp106.055.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp116.417.600 
	n/a
	 
	 
	109,77%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	-100,00%
	#VALUE!

	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
	Jumlah rumah  yang di bangun
	Rp0 
	Rp446.878.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp409.231.600 
	 
	 
	#DIV/0!
	91,58%
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi    Perumahan Berbasis IT
	Jumlah Aplikasi tekhnologi informasi
	Rp120.000.000 
	Rp45.000.000 
	 
	 
	 
	Rp90.758.200 
	Rp42.297.400 
	 
	 
	75,63%
	93,99%
	n/a
	n/a
	-62,50%
	-53,40%

	Koordinasi dan Perencanaan Penunjang Rehabilitasi Rumah Swadaya
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Infrastruktur di Bidang Perumahan yang terkoordinasi
	Rp0 
	Rp76.100.000 
	 
	 
	 
	Rp66.026.304 
	Rp42.890.700 
	 
	 
	#DIV/0!
	56,36%
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	-35,04%

	Program Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman 
	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani 
	Rp31.630.000.000 
	Rp210.000.000 
	 
	 
	 
	Rp20.435.776.500 
	Rp205.586.000 
	 
	 
	64,61%
	97,90%
	n/a
	n/a
	-99,34%
	-98,99%

	
	Prosentase Kawasan Permukiman Perkotaan yang tertangani
	Rp25.420.000.000 
	Rp9.831.647.600 
	 
	 
	 
	Rp16.313.952.400 
	Rp9.746.825.600 
	 
	 
	64,18%
	99,14%
	n/a
	n/a
	-61,32%
	-40,25%

	
	Prosentase Pondok pesantren yang tertangani
	Rp22.785.000.000 
	Rp33.162.574.900 
	 
	 
	 
	Rp30.113.131.500 
	Rp31.963.135.550 
	 
	 
	132,16%
	96,38%
	n/a
	n/a
	45,55%
	6,14%

	
	Prosentase Kawasan Perdesaan yang tertangani
	Rp5.600.000.000 
	Rp80.299.530.200 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp75.627.460.600 
	 
	 
	0,00%
	94,18%
	n/a
	n/a
	1333,92%
	#DIV/0!

	Kawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
	Jumlah kawasan lingkungan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya
	Rp750.000.000 
	                             - 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	0,00%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#VALUE!
	#DIV/0!

	Penyehatan Lingkungan Permukiman Kawasan Pondok Pesantren
	Jumlah sarana dan prasarana Lingkungan Pondok Pesantren yang dibangun/ direhabilitasi
	Rp22.785.000.000 
	Rp33.162.574.900 
	 
	 
	 
	Rp16.018.005.500 
	Rp31.963.135.550 
	 
	 
	70,30%
	96,38%
	n/a
	n/a
	45,55%
	99,55%

	Penyehatan Lingkungan Permukiman Kawasan Perkotaan
	Jumlah sarana dan prasarana Wilayah Permukiman Perkotaan yang mendapat perbaikan lingkungan
	Rp25.220.000.000 
	Rp9.331.647.600 
	 
	 
	 
	Rp16.116.052.400 
	Rp9.253.582.600 
	 
	 
	63,90%
	99,16%
	n/a
	n/a
	-63,00%
	-42,58%

	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agropolitan Rupanandur
	Jumlah sarana dan Prasarana Wilayah Kawasan Agropolitan yang dilaksanakan
	Rp18.600.000.000 
	n/a
	 
	 
	 
	Rp6.673.682.200 
	n/a
	 
	 
	35,88%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#VALUE!
	#VALUE!

	Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman (BK Prov)
	Jumlah sarana dan prasarana kawasan permukiman yang dibangun
	Rp1.100.000.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp1.085.052.000 
	Rp0 
	 
	 
	98,64%
	#DIV/0!
	n/a
	n/a
	-100,00%
	-100,00%

	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan 
	Jumlah Sarana dan Prasaran Kawasan Minapolitan yang dikembangkan
	Rp9.580.000.000 
	n/a
	 
	 
	 
	Rp6.508.714.000 
	n/a
	 
	 
	67,94%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#VALUE!
	#VALUE!

	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pesisir
	Jumlah sarana dan prasarana kawasan pesisir yang dibangun
	Rp1.600.000.000 
	n/a
	 
	 
	 
	Rp1.384.248.800 
	n/a
	 
	 
	86,52%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#VALUE!
	#VALUE!

	Normalisasi Saluran Permukiman Kawasan Perkotaan
	Jumlah saluran permukiman kawasan perkotaan yang di normalisasi
	Rp200.000.000 
	Rp500.000.000 
	 
	 
	 
	Rp197.900.000 
	Rp493.243.000 
	 
	 
	98,95%
	98,65%
	n/a
	n/a
	150,00%
	149,24%

	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan
	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Perdesaan yang tertangani ( Kawasan Minapolitan. Rupanandur. Kampung Batik. Kawasan Bagi Rasa. Kawasan Kumuh di perdesaan )
	Rp5.600.000.000 
	Rp74.099.530.200 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp69.802.697.500 
	 
	 
	0,00%
	94,20%
	n/a
	n/a
	1223,21%
	#DIV/0!

	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (DID Tambahan Tahap III)
	Jumlah infrastruktur Permukiman di Kawasan Perdesaan yang tertangani 
	Rp0 
	Rp6.200.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp5.824.763.100 
	 
	 
	#DIV/0!
	93,95%
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi  Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis IT
	Jumlah Aplikasi tekhnologi informasi
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	n/a
	 
	 
	#DIV/0!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#VALUE!

	Penyusunan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman
	Jumlah dokumen identifikasi Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman
	Rp0 
	Rp210.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp205.586.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	97,90%
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Program Penataan bangunan dan lingkungan 
	Prosentase penyelenggaraan bangunan gedung
	Rp2.674.000.000 
	Rp2.450.000.000 
	 
	 
	 
	Rp288.007.605 
	Rp1.979.604.750 
	 
	 
	10,77%
	80,80%
	n/a
	n/a
	-8,38%
	587,34%

	Koordinasi Penyelenggaraan bangunan gedung
	Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung  yang dikoordinasikan
	Rp264.000.000 
	Rp200.000.000 
	 
	 
	 
	Rp109.754.205 
	Rp56.538.000 
	 
	 
	41,57%
	28,27%
	n/a
	n/a
	-24,24%
	-48,49%

	Pembangunan Gedung Kantor/Instansi Pemerintah daerah
	Jumlah Bangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah daerah yang dibangun
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	n/a
	 
	 
	#DIV/0!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#VALUE!

	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor /Instansi Pemerintah Daerah 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Instansi PemDa yang disusun
	Rp2.310.000.000 
	Rp300.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	0,00%
	0,00%
	n/a
	n/a
	-87,01%
	#DIV/0!

	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor/ Instansi Pemerintahan Daerah
	Jumlah Gedung Kantor / Instansi Pemerintah Daerah yang dibangun
	Rp100.000.000 
	Rp1.700.000.000 
	 
	 
	 
	Rp99.103.000 
	Rp1.683.529.500 
	 
	 
	99,10%
	99,03%
	n/a
	n/a
	1600,00%
	1598,77%

	Penyusunan Dokumen RTBL
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL)
	Rp0 
	Rp300.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	n/a
	 
	 
	#DIV/0!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#VALUE!

	Rehab Gedung Kantor/Instansi Pemerintah daerah
	Jumlah Bangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah daerah yang direhab
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	n/a
	 
	 
	#DIV/0!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#VALUE!

	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi  Penataan Bangunan dan Lingkungan Berbasis IT
	Jumlah Aplikasi tekhnologi informasi
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	n/a
	 
	 
	#DIV/0!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#VALUE!

	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Kabupaten 
	Jumlah Bangunan Fasilitas Umum Kabupaten yang dibangun / yang di rehabilitasi
	Rp0 
	Rp250.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp239.537.250 
	 
	 
	#DIV/0!
	95,81%
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Prosentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum
	Rp12.812.514.300 
	Rp34.201.788.750 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp28.946.989.500 
	 
	 
	0,00%
	84,64%
	n/a
	n/a
	166,94%
	#DIV/0!

	
	Prosentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air limbah / Sanitasi
	Rp9.470.000.000 
	Rp7.812.004.800 
	 
	 
	 
	Rp5.730.000.000 
	Rp7.376.399.500 
	 
	 
	60,51%
	94,42%
	n/a
	n/a
	-17,51%
	28,73%

	Penyediaan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih
	Jumlah Lokasi Pengeboran air minum / air bersih
	Rp9.676.280.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp4.843.399.250 
	n/a
	 
	 
	50,05%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	-100,00%
	#VALUE!

	Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
	Jumlah lokasi penerima bantuan PAMSIMAS
	Rp100.000.000 
	Rp35.000.000 
	 
	 
	 
	Rp88.946.600 
	Rp34.395.000 
	 
	 
	88,95%
	98,27%
	n/a
	n/a
	-65,00%
	-61,33%

	Pipanisasi /  Air Bersih / Air Minum 
	Jumlah lokasi yang mendapatkan pipanisasi / air bersih / air minum
	Rp200.000.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp196.307.600 
	n/a
	 
	 
	98,15%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	-100,00%
	#VALUE!

	Koordinasi dan Penyelenggaraan  Air Minum dan Sanitasi
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi yang terkoordinasi
	Rp0 
	Rp150.000.000 
	 
	 
	 
	Rp88.946.600 
	Rp80.678.100 
	 
	 
	#DIV/0!
	53,79%
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	-9,30%

	Pembangunan Prasarana Sanitasi ( DAK Reguler )
	Jumlah lokasi yang mendapatkan pembangunan sarana / prasarana sanitasi
	Rp600.000.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp600.000.000 
	n/a
	 
	 
	100,00%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	-100,00%
	#VALUE!

	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM ( DAK Reguler )
	Jumlah sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan
	Rp1.870.718.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp1.796.354.400 
	Rp80.678.100 
	 
	 
	96,02%
	#DIV/0!
	n/a
	n/a
	-100,00%
	-95,51%

	Pembangunan Prasarana Sanitasi / Saluran Pembuang 
	Jumlah lokasi yang mendapatkan pembangunan sarana / prasarana sanitasi
	Rp2.470.000.000 
	Rp3.288.756.800 
	 
	 
	 
	Rp958.043.200 
	Rp3.251.421.300 
	 
	 
	38,79%
	98,86%
	n/a
	n/a
	33,15%
	239,38%

	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)  Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan SPAM dan Sanitasi yang disusun
	Rp100.000.000 
	Rp200.000.000 
	 
	 
	 
	Rp99.209.000 
	Rp197.148.500 
	 
	 
	99,21%
	98,57%
	n/a
	n/a
	100,00%
	98,72%

	Pembangunan Prasarana Sanitasi ( DAK Penugasan )
	Jumlah saluran pembuang  / MCK yang dibangun / yang direhabilitasi
	Rp6.300.000.000 
	Rp1.419.198.000 
	 
	 
	 
	Rp6.299.605.375 
	Rp1.224.230.000 
	 
	 
	99,99%
	86,26%
	n/a
	n/a
	-77,47%
	-80,57%

	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM ( DAK Penugasan )
	Jumlah lokasi yang mendapatkan pipanisasi air minum / air bersih
	Rp700.000.000 
	Rp1.000.112.000 
	 
	 
	 
	Rp692.845.500 
	Rp989.895.000 
	 
	 
	98,98%
	98,98%
	n/a
	n/a
	42,87%
	42,87%

	Pembangunan/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan
	Jumlah Jaringan Perpipaan yang dibangun/dikembangkan di wilayah perdesaan
	Rp0 
	Rp32.966.676.750 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp27.644.872.900 
	 
	 
	#DIV/0!
	83,86%
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pembangunan MCK ++ / MCK Pondok Pesantren
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan MCK++  Pondok Pesantren
	Rp0 
	Rp1.754.050.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp1.732.543.400 
	 
	 
	#DIV/0!
	98,77%
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pengeboran Air Minum/Air Bersih
	Jumlah Lokasi Pengeboran air minum / air bersih
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	n/a
	 
	 
	#DIV/0!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#VALUE!

	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM yang dibina
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	n/a
	 
	 
	#DIV/0!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#VALUE!

	Penentuan Titik Air Melalui Geolistrik 
	Jumlah lokasi titik air yang ditentukan melalui Geolistrik
	100.000. 000
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp99.506.000 
	n/a
	 
	 
	#VALUE!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#VALUE!
	#VALUE!

	Penyusunan Perencanaan Teknis Sanitasi Lingkungan Permukiman
	Jumlah Kecamatan yang mendapat Validasi studi data base sanitasi
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	n/a
	 
	 
	#DIV/0!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#VALUE!

	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 
	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 
	Rp0 
	Rp1.200.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp1.168.204.800 
	 
	 
	#DIV/0!
	97,35%
	n/a
	n/a
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Optimalisasi Pengembangaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 
	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih
	Rp106.790.600 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp105.790.000 
	n/a
	 
	 
	99,06%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	-100,00%
	#VALUE!

	Optimalisasi Pengembangaan Sistem Penyediaan Air Minum (Optimalisasi DAK  PAK )
	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih
	Rp58.725.700 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp57.955.700 
	n/a
	 
	 
	98,69%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	-100,00%
	#VALUE!

	Program Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi
	Jumlah badan usaha yang kompeten di bidang jasa konstruksi
	Rp100.000.000 
	Rp100.860.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	n/a
	 
	 
	0,00%
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	0,86%
	#VALUE!

	Sosialisasi dan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi
	jumlah tenaga terampil yang kompeten di bidang jasa konstruksi
	Rp50.000.000 
	Rp100.860.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	0,00%
	0,00%
	n/a
	n/a
	101,72%
	#DIV/0!

	Monitoring dan evaluasi rekomendasi izin usaha jasa konstruksi
	jumlah badan usaha yang direkomendasikan untuk diterbitkan izin usaha jasa konstruksi
	50.000. 000
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	#VALUE!
	#DIV/0!
	n/a
	n/a
	#VALUE!
	#DIV/0!

	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi  Jasa Konstruksi Berbasis IT
	Jumlah Aplikasi tehnologi informasi
	                            - 
	                             - 
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	#VALUE!
	#VALUE!
	n/a
	n/a
	#VALUE!
	#DIV/0!

	 

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
	 
	 
	Rp44.604.474.061 
	Rp33.487.139.869 
	Rp37.217.794.150 
	 
	 
	Rp39.918.519.501 
	Rp23.711.423.794 
	 
	 
	89,49%
	70,81%
	-24,92%
	-40,60%

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan
	 
	 
	Rp44.604.474.061 
	Rp33.487.139.869 
	Rp37.217.794.150 
	 
	 
	Rp39.918.519.501 
	Rp23.711.423.794 
	 
	 
	89,49%
	70,81%
	-24,92%
	-40,60%

	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM
	Jumlah dokumen rencana. kebijakan. Strategi dan teknis SPAM yang disusun
	 
	 
	Rp199.999.726 
	Rp300.000.000 
	Rp200.000.000 
	 
	 
	Rp191.854.600 
	Rp268.459.950 
	 
	 
	95,93%
	89,49%
	50,00%
	39,93%

	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun
	 
	 
	 
	Rp1.050.000.000 
	Rp669.000.000 
	 
	 
	 
	Rp605.515.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	57,67%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan
	 
	 
	Rp37.024.999.851 
	Rp24.297.496.851 
	Rp23.343.484.250 
	 
	 
	Rp33.528.792.078 
	Rp17.032.582.839 
	 
	 
	90,56%
	70,10%
	-34,38%
	-49,20%

	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan
	 
	 
	 
	Rp500.000.000 
	Rp500.000.000 
	 
	 
	Rp0 
	Rp476.575.250 
	 
	 
	#DIV/0!
	95,32%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya
	 
	 
	Rp2.642.750.874 
	Rp3.458.690.118 
	Rp5.374.197.000 
	 
	 
	Rp1.783.060.756 
	Rp2.163.690.188 
	 
	 
	67,47%
	62,56%
	30,87%
	21,35%

	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	 Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas
	 
	 
	 
	Rp250.000.000 
	Rp500.000.000 
	 
	 
	 
	Rp237.464.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	94,99%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki
	 
	 
	Rp1.100.000.939 
	Rp550.000.000 
	Rp563.000.000 
	 
	 
	Rp1.061.758.700 
	Rp498.067.000 
	 
	 
	96,52%
	90,56%
	50,00%
	-53,09%

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi
	 
	 
	Rp1.494.999.900 
	Rp360.410.900 
	Rp860.410.900 
	 
	 
	Rp1.333.894.000 
	Rp0 
	 
	 
	89,22%
	0,00%
	75,89%
	-100,00%

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi
	 
	 
	Rp50.000.000 
	Rp150.000.000 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	Rp37.690.000 
	Rp68.267.267 
	 
	 
	75,38%
	45,51%
	200,00%
	81,13%

	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan
	 
	 
	Rp2.091.722.771 
	Rp2.320.542.000 
	Rp4.602.978.000 
	 
	 
	Rp1.981.469.367 
	Rp2.133.003.100 
	 
	 
	94,73%
	91,92%
	10,94%
	7,65%

	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki
	 
	 
	 
	Rp250.000.000 
	Rp504.724.000 
	 
	 
	 
	Rp227.799.200 
	 
	 
	#DIV/0!
	91,12%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan
	 
	 
	Rp17.537.779.000 
	Rp6.890.688.300 
	Rp10.977.100.700 
	 
	 
	Rp17.330.507.098 
	Rp6.456.143.000 
	 
	 
	98,82%
	93,69%
	60,71%
	-62,75%

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan
	 
	 
	Rp17.537.779.000 
	Rp6.890.688.300 
	Rp10.977.100.700 
	 
	 
	Rp17.330.507.098 
	Rp6.456.143.000 
	 
	 
	98,82%
	93,69%
	60,71%
	-62,75%

	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun
	 
	 
	 
	 
	Rp250.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan
	 
	 
	Rp3.136.650.000 
	Rp1.406.745.300 
	Rp760.033.700 
	 
	 
	Rp2.929.904.700 
	Rp1.276.474.800 
	 
	 
	93,41%
	90,74%
	55,15%
	-56,43%

	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah SDM Tehnik pengelolaan air limbah domestik yang dibina
	 
	 
	 
	Rp100.000.000 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	 
	Rp63.639.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	63,64%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
	 
	 
	 
	Rp100.000.000 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	 
	Rp13.541.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	13,54%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan
	 
	 
	 
	Rp100.000.000 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	 
	Rp75.950.600 
	 
	 
	#DIV/0!
	75,95%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara
	 
	 
	 
	Rp100.000.000 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	 
	 
	#DIV/0!
	0,00%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dilakukan
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp200.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun
	 
	 
	Rp14.401.129.000 
	Rp5.083.943.000 
	Rp9.367.067.000 
	 
	 
	Rp14.400.602.398 
	Rp5.026.537.600 
	 
	 
	100,00%
	98,87%
	-64,70%
	-65,09%

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan
	 
	 
	Rp4.924.999.999 
	Rp6.775.130.499 
	Rp16.143.835.849 
	 
	 
	Rp4.601.419.500 
	Rp2.569.573.000 
	 
	 
	93,43%
	37,93%
	37,57%
	-44,16%

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan
	 
	 
	Rp4.924.999.999 
	Rp6.775.130.499 
	Rp16.143.835.849 
	 
	 
	Rp4.601.419.500 
	Rp2.569.573.000 
	 
	 
	93,43%
	37,93%
	37,57%
	-44,16%

	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun
	 
	 
	 
	Rp5.250.000.000 
	Rp14.618.705.350 
	 
	 
	 
	Rp1.131.294.650 
	 
	 
	#DIV/0!
	21,55%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi
	 
	 
	Rp4.924.999.999 
	Rp1.425.130.499 
	Rp1.425.130.499 
	 
	 
	Rp4.601.419.500 
	Rp1.356.582.350 
	 
	 
	93,43%
	95,19%
	-71,06%
	-70,52%

	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
	Jumlah dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun
	 
	 
	 
	Rp100.000.000 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	 
	Rp81.696.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	81,70%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	Persentase Permukiman yang Dikembangkan
	 
	 
	Rp84.514.474.480 
	Rp103.186.894.800 
	Rp76.767.720.403 
	 
	 
	Rp71.258.507.270 
	Rp74.935.066.330 
	 
	 
	84,32%
	72,62%
	22,09%
	5,16%

	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan

	 
	 
	Rp84.514.474.480 
	Rp103.186.894.800 
	Rp76.767.720.403 
	 
	 
	Rp71.258.507.270 
	Rp74.935.066.330 
	 
	 
	84,32%
	72,62%
	22,09%
	5,16%

	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan
	 
	 
	Rp84.514.474.480 
	Rp102.986.894.833 
	Rp76.667.720.403 
	 
	 
	Rp71.258.507.270 
	Rp74.758.374.430 
	 
	 
	84,32%
	72,59%
	21,86%
	4,91%

	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan
	 
	 
	 
	Rp199.999.967 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	Rp0 
	Rp176.691.900 
	 
	 
	#DIV/0!
	88,35%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Persentase Bangunan Gedung yang tertata
	 
	 
	Rp4.700.459.932 
	Rp8.925.000.000 
	Rp5.236.205.661 
	 
	 
	Rp4.047.481.806 
	Rp4.774.874.365 
	 
	 
	86,11%
	53,50%
	89,88%
	17,97%

	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	 
	 
	Rp4.700.459.932 
	Rp8.925.000.000 
	Rp5.236.205.661 
	 
	 
	Rp4.047.481.806 
	Rp4.774.874.365 
	 
	 
	86,11%
	53,50%
	89,88%
	17,97%

	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG
	Jumlah Penerbitan IMB. SLF peran TABG. Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan
	 
	 
	Rp200.000.000 
	Rp300.000.000 
	Rp300.000.000 
	 
	 
	Rp104.287.356 
	Rp201.621.700 
	 
	 
	52,14%
	67,21%
	50,00%
	93,33%

	Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan. dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun
	 
	 
	Rp4.500.459.932 
	Rp8.625.000.000 
	Rp4.936.205.661 
	 
	 
	Rp3.943.194.450 
	Rp4.573.252.665 
	 
	 
	87,62%
	53,02%
	91,65%
	15,98%

	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata
	 
	 
	Rp31.549.439.350 
	Rp35.150.000.000 
	Rp16.687.407.400 
	 
	 
	Rp27.770.632.500 
	Rp31.607.675.450 
	 
	 
	88,02%
	89,92%
	11,41%
	13,82%

	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan
	 
	 
	Rp31.549.439.350 
	Rp35.150.000.000 
	Rp16.687.407.400 
	 
	 
	Rp27.770.632.500 
	Rp31.607.675.450 
	 
	 
	88,02%
	89,92%
	11,41%
	13,82%

	Penataan Bangunan dan Lingkungan
	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata
	 
	 
	Rp31.549.439.350 
	Rp35.150.000.000 
	Rp16.687.407.400 
	 
	 
	Rp27.770.632.500 
	Rp31.607.675.450 
	 
	 
	88,02%
	89,92%
	11,41%
	13,82%

	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi
	 
	 
	Rp250.000.000 
	Rp350.000.000 
	Rp375.000.000 
	 
	 
	Rp63.655.950 
	Rp91.145.900 
	 
	 
	25,46%
	26,04%
	40,00%
	43,19%

	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan
	 
	 
	Rp200.000.000 
	Rp200.000.000 
	Rp275.000.000 
	 
	 
	Rp40.193.350 
	Rp53.898.900 
	 
	 
	20,10%
	26,95%
	0,00%
	34,10%

	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan
	 
	 
	Rp150.000.000 
	Rp150.000.000 
	Rp200.000.000 
	 
	 
	Rp36.393.350 
	Rp53.898.900 
	 
	 
	24,26%
	35,93%
	0,00%
	48,10%

	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat
	 
	 
	Rp50.000.000 
	Rp50.000.000 
	Rp75.000.000 
	 
	 
	Rp3.800.000 
	Rp0 
	 
	 
	7,60%
	0,00%
	0,00%
	-100,00%

	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan
	 
	 
	Rp50.000.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp23.462.600 
	Rp0 
	 
	 
	46,93%
	#DIV/0!
	-100,00%
	-100,00%

	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi
	 
	 
	Rp50.000.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp23.462.600 
	Rp0 
	 
	 
	46,93%
	#DIV/0!
	-100,00%
	-100,00%

	Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	 
	 
	 
	Rp150.000.000 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	 
	Rp37.247.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	24,83%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha. tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
	 
	 
	 
	Rp100.000.000 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	 
	Rp30.190.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	30,19%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi. tertib usaha. tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
	 
	 
	 
	Rp50.000.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp7.057.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	14,11%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Prosentase Rumah Layak Huni
	 
	 
	 
	Rp1.257.499.626 
	Rp1.275.000.000 
	 
	 
	 
	Rp513.457.050 
	 
	 
	#DIV/0!
	40,83%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan
	 
	 
	 
	Rp499.999.626 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp285.871.200 
	 
	 
	#DIV/0!
	57,17%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi
	 
	 
	 
	Rp99.999.918 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp94.735.250 
	 
	 
	#DIV/0!
	94,74%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi
	 
	 
	 
	Rp99.999.930 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp95.551.950 
	 
	 
	#DIV/0!
	95,55%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertengani yang disediakan
	 
	 
	 
	Rp99.999.918 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp95.584.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	95,58%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan
	 
	 
	 
	Rp99.999.930 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	 
	 
	#DIV/0!
	0,00%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan
	 
	 
	 
	Rp99.999.930 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp0 
	 
	 
	#DIV/0!
	0,00%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	 
	 
	 
	Rp757.500.000 
	Rp1.225.000.000 
	 
	 
	 
	Rp227.585.850 
	 
	 
	#DIV/0!
	30,04%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki
	 
	 
	 
	Rp717.500.000 
	Rp875.000.000 
	 
	 
	 
	Rp210.000.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	29,27%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun
	 
	 
	 
	Rp0 
	Rp350.000.000 
	 
	 
	 
	Rp0 
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
	jumlah lingkungan perumahan  pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara
	 
	 
	 
	Rp40.000.000 
	Rp0 
	 
	 
	 
	Rp17.585.850 
	 
	 
	#DIV/0!
	43,96%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani
	 
	 
	Rp2.838.234.650 
	Rp11.759.920.000 
	Rp1.312.500.000 
	 
	 
	Rp2.438.615.900 
	Rp11.394.232.650 
	 
	 
	85,92%
	96,89%
	314,34%
	367,24%

	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan
	 
	 
	Rp0 
	Rp190.000.000 
	Rp350.000.000 
	 
	 
	 
	Rp180.121.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	94,80%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh  yang disusun
	 
	 
	 
	Rp190.000.000 
	Rp350.000.000 
	 
	 
	 
	Rp180.121.000 
	 
	 
	#DIV/0!
	94,80%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya
	 
	 
	Rp349.999.900 
	Rp350.000.000 
	Rp700.000.000 
	 
	 
	Rp331.580.700 
	Rp329.365.000 
	 
	 
	94,74%
	94,10%
	0,00%
	-0,67%

	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun
	 
	 
	Rp349.999.900 
	Rp350.000.000 
	Rp700.000.000 
	 
	 
	Rp331.580.700 
	Rp329.365.000 
	 
	 
	94,74%
	94,10%
	0,00%
	-0,67%

	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang  ditingkatkan kualitasnya
	 
	 
	Rp2.488.234.750 
	Rp11.219.920.000 
	Rp262.500.000 
	 
	 
	Rp2.107.035.200 
	Rp10.884.746.650 
	 
	 
	84,68%
	97,01%
	350,92%
	416,59%

	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun
	 
	 
	 
	 
	Rp100.000.000 
	 
	 
	Rp0 
	Rp0 
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
	 
	 
	Rp1.275.260.000 
	Rp9.962.420.000 
	Rp0 
	 
	 
	Rp1.273.022.000 
	Rp9.952.136.850 
	 
	 
	99,82%
	99,90%
	681,21%
	681,77%

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan
	 
	 
	Rp1.212.974.750 
	Rp1.257.500.000 
	Rp162.500.000 
	 
	 
	Rp834.013.200 
	Rp932.609.800 
	 
	 
	68,76%
	74,16%
	3,67%
	11,82%

	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh
	 
	 
	Rp12.635.000.000 
	Rp13.142.500.000 
	Rp0 
	 
	 
	Rp12.547.500.000 
	Rp13.142.500.000 
	 
	 
	99,31%
	100,00%
	4,02%
	4,74%

	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan
	 
	 
	Rp12.635.000.000 
	Rp13.142.500.000 
	Rp0 
	 
	 
	Rp12.547.500.000 
	Rp13.142.500.000 
	 
	 
	99,31%
	100,00%
	4,02%
	4,74%

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha  yang diperbaiki
	 
	 
	Rp12.635.000.000 
	Rp13.142.500.000 
	Rp0 
	 
	 
	Rp12.547.500.000 
	Rp13.142.500.000 
	 
	 
	99,31%
	100,00%
	4,02%
	4,74%

	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Persentase PSU yang ditingkatkan
	 
	 
	Rp55.900.000 
	Rp100.000.000 
	Rp132.500.300 
	 
	 
	Rp10.875.000 
	Rp40.007.600 
	 
	 
	19,45%
	40,01%
	78,89%
	267,89%

	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	 
	 
	Rp55.900.000 
	Rp100.000.000 
	Rp132.500.300 
	 
	 
	Rp10.875.000 
	Rp40.007.600 
	 
	 
	19,45%
	40,01%
	78,89%
	267,89%

	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan
	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab
	 
	 
	Rp55.900.000 
	Rp100.000.000 
	Rp132.500.300 
	 
	 
	Rp10.875.000 
	Rp40.007.600 
	 
	 
	19,45%
	40,01%
	78,89%
	267,89%



68

Pada Tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh rasio antara realisasi anggaran dan pagu anggarannya mencapai 100%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pelayanan pada salah satu program Dinas tersebut dari segi pengelolaan pendanaan maupun fisiknya berjalan baik dan efektif. Demikian juga pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dengan sumber dana DAK, rasio antara realisasi dan anggarannya mencapai 99,9%. Faktor keberhasilan dari capaian tersebut dipengaruhi oleh kualitas personil (sumber daya manusia) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ketersediaan bahan material dan tenaga kerja konstruksi di lapangan serta cuaca yang baik.  
Sedangkan pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyedia air minum rasio antara realisasi dan anggarannya bisa dikatakan kurang baik yaitu 70,81%. Hal ini disebabkan karena kegiatan PAK waktu itu tidak dilaksanakan karena waktu pengesahan PAK yang mendekati akhir tahun sehingga kegiatan fisiknya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
[bookmark: _Toc123675658][bookmark: _Toc124792747][bookmark: _Toc123674993][bookmark: _Toc70874661][bookmark: _Toc70848034][bookmark: _Toc123675789][bookmark: _Toc124792674][bookmark: _Toc70875579][bookmark: _Toc123674606][bookmark: _Toc124792608][bookmark: _Toc123675523]

[bookmark: _Toc70848035][bookmark: _Toc123675659][bookmark: _Toc123675790][bookmark: _Toc124792748][bookmark: _Toc124792675][bookmark: _Toc123675524][bookmark: _Toc124792609][bookmark: _Toc123674994]2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 
[bookmark: _Toc124792610][bookmark: _Toc123674995][bookmark: _Toc124792749][bookmark: _Toc123675660][bookmark: _Toc123675525][bookmark: _Toc123675791][bookmark: _Toc124792676][bookmark: _Toc123674608]Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:
1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
a. Dinas Kesehatan
b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
c. Badan Penanganan Bencana Daerah
d. Dinas Perhubungan
e. Kejaksaan Negeri Pamekasan
2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD:
a. PDAM
3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD:
a. Tidak ada
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1.1 [bookmark: _Toc124792613][bookmark: _Toc124792679][bookmark: _Toc124792752]Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :
1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan koordinasi terkait dengan kebijakan di bidang Pertanahan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Pemberian rekomendasi perijinan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Penilaian kinerja bawahan; 
8. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan fungsi– fungsi yang	 menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi fungsi yang	menjadi	kewenangannya	dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc124792753][bookmark: _Toc123675664][bookmark: _Toc123675795][bookmark: _Toc124792680][bookmark: _Toc124792614]Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
	No.
	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Interpretasi
Belum Tercapai (<)
Sesuai (=)
Melampaui (>)
	Permasalahan
	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan

	1
	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
	<
	Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun, tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan PAK
	 

	
	
	
	Tidak ditemukan sumber air saat pengeboran
	 

	
	
	
	Terjadi longsor saat pengeboran
	 

	
	
	
	Belum jelasnya lokasi kegiatan PAMSIMAS saat itu dan adanya perbedaan/perubahan nilai anggaran per lokasi penerimanya.
	 

	2
	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan
	<
	Untuk IPLT masih menunggu kajian lebih lanjut terkait RISPAL sehingga untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan
	 

	3
	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan
	<
	Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun, tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan PAK
	 

	4
	Persentase Permukiman yang Dikembangkan
	<
	Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun, tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan PAK
	 

	5
	Persentase Bangunan Gedung yang tertata
	>
	 
	Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung (mengurus izin PBG dan SLF)

	6
	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata
	<
	Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun, tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan PAK
	 

	7
	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi
	>
	Belum ada peraturan jakon / NSPK yang mengatur   kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten,kota tentang pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
	 

	 
	 
	 
	kurang minatnya badan usaha untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
	 

	8
	Prosentase Rumah Layak Huni
	<
	Sebagian korban bencana ada yang sudah merehab rumahnya sendiri, ada juga yang menolak
	 

	 
	 
	 
	dari jumlah laporan yang masuk masih banyak data yang tidak sesuai dengan tupoksi penanganan rumah bagi korban bencana
	 

	9
	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani
	=
	 
	Ketersediaan material dan tenaga tukang serta cuaca yang mendukung kegiatan

	10
	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh
	<
	penampungan material dilokasi kurang memadai, sehingga bahan dikirim bertahap, menunggu hari baik, menunggu tukang (bergantian antar PB)
	 

	 
	 
	 
	Masyarakat yang tidak mampu berswadaya
	 

	11
	Persentase PSU yang ditingkatkan
	<
	Persyaratan/kelengkapan administrasi penyerahan PSU dari pengembang masih belum lengkap. 
	 

	 
	 
	 
	Masih proses pembangunan, sehingga PSU belum bisa diserahkan.
	 



Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
[bookmark: _Toc124792615][bookmark: _Toc123675796][bookmark: _Toc124792754][bookmark: _Toc124792681][bookmark: _Toc123675665][bookmark: _Toc70874935]Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan 
	[bookmark: _Toc70848043][bookmark: _Toc123675666][bookmark: _Toc123675531][bookmark: _Toc123674999][bookmark: _Toc123675797]No.
	Masalah Pokok
	Rumusan Masalah
	Akar Masalah

	1
	Perumahan dan Prasarana Utilitas Umum lingkungan perumahan
	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
	Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan 

	 
	 
	Rendahnya Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan oleh Pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah
	Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan

	 
	 
	 
	Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

	 
	 
	 
	Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan

	 
	 
	 
	Masih rendahnya efiesiensi dalam pembangunan perumahan

	 
	 
	 
	Kurang Pedulinya terhadap Penyerahan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

	 
	 
	 
	Belum paham pentingnya penyerahan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

	 
	 
	 
	Belum adanya standarisasi penyerahan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

	 
	 
	 
	Belum adanya SOP penyerahan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

	 
	 
	 
	Belum adanya sistem informasi penyerahan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

	2
	Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
	Perkembangan kawasan perkotaan yang tidak seimbang, dan belum sesuai dengan pemanfaatannya
	Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman 

	 
	 
	Belum efektifnya penerapan konsep keterkaitan desa kota dalam upaya pengembangan agrowisata, agropolitan dan minopolitan
	Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman 

	 
	 
	Masih belum optimalnya penanganan banjir di perkotaan
	Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan 

	 
	 
	Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh
	Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman

	 
	 
	Masih lemahnya pengelolaan dan optimalisasi pengendalian izin pembangunan dan pemanfaatan ruang
	 

	 
	 
	Pesatnya perkembangan sektor informal di perkotaan, namun kurang terkendali dalam hal pemanfaatan ruang terbuka hijau dan fasilitas umum, sehingga menimbulkan kekumuhan
	 

	3
	Air Bersih dan Air Limbah
	Kurangnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah rawan kekeringan
	Rendahnya budaya peduli lingkungan yang mencemari air

	 
	 
	Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah Rumah Tangga dan industri Rumah Tangga di perkotaan dan perdesaan
	Terbatasnya komoditas air bersih yang tersedia

	 
	 
	Belum memadainya pelayanan sanitasi sehingga dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah,
	 Kekeringan akibat musim kemarau yang disebabkan sumber-sumber air yang mengering

	4
	Drainase dan Jalan Lingkungan
	Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase
	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan infrastruktur lain (OPD)

	 
	 
	Kurang berfungsinya saluran drainase sebagai pemecah air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase
	Meningkatnya jumlah penduduk dan          Tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah

	 
	 
	Prioritas kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan belum maksimal, 
	Tidak adanya informasi yang akurat (arsip/dokumen) tidak ada, atau perencanaan di lapangan tidak melibatkan instansi pengendali tata ruang

	 
	 
	Masih kurangnya kegiatan untuk pemeliharaan jalan lingkungan,
	Kurangnya perhatian dalam pengelolaan sistem drainase



1.2 [bookmark: _Toc124792616][bookmark: _Toc124792682][bookmark: _Toc124792755]Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke-3 sasaran ke-8 dari RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berperan untuk Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman. Oleh karena itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.
[bookmark: _Toc70874936][bookmark: _Toc124792756][bookmark: _Toc124792617][bookmark: _Toc124792683]



Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan
	No
	Sasaran
	Faktor Pendorong
	Faktor Penghambat

	1
	Meningkatnya Kualitas  bangunan gedung sesuai standart
	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait
	Masih rendahnya aparat/SDM yang ingin memahami peraturan
Perundang-undangan,

	 
	
	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan asset dengan baik
	Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang mengelola terbatas

	 
	
	Terwujudnya sarana dan Prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kurang nya SDM sebagai staf Teknis

	 
	
	Terwujudnya Sinergitas dan Sinkronisasi untuk penyelanggaraan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	 

	2
	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat
	Adanya kemauan masyarakat untuk bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya agar lingkungan bisa bersih dan sehat
	Rendahnya kesadaran msyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan yang sehat

	 
	
	Pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi secara layak
	Masih belum tertibnya masyarakat berperilaku bersih dan sehat pada
lingkungannya

	 
	
	Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai
	Rendahnya keterjangkauan  MBR untuk membangun dan atau memperbaiki rumah yang layak

	 
	
	
	Pembangunan Rumah bagi MBR terkendala harga lahan yang tinggi




1.3 [bookmark: _Toc124792757][bookmark: _Toc124792684][bookmark: _Toc124792618]Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi
1.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga
[bookmark: _Toc124792758][bookmark: _Toc124792685][bookmark: _Toc70874937][bookmark: _Toc124792619]
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L
	Sasaran Renstra K/L
	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L
	Faktor
Pendukung
	Faktor 
Penghambat

	Kualitas perumahan dan bangunan gedung sesuai standart
	Backlog perumahan yang masih tinggi
	Fasilitasi penyediaan perumahan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di perkotaan
	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan merawat prasarana sarana umum

	
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang masih besar
	Peningkatan kualitas rumah layak huni
	Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah,

	
	Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman baru
	Mewujudkan upaya pengurangan luasan permukiman kumuh serta peningkatan Kualitas kawasan Permukiman
	Sulit serta mahalnya lahan tersedia bagi ruang terbuka hijau, Terbatasnya alat kerja

	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar  perumahan  dan permukiman 
	Masih adanya kebutuhan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan seiring dengan bertambahnya penduduk di Kabupaten Pamekasan
	Adanya komitmen pemerintah dan kebutuhan yang harus dipenuhi terkait infrastruktur perumahan
	Masih perlunya peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan

	
	
	
	Status lahan

	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
	Masih belum meratanya infrastruktur dasar permukiman di Kabupaten Pamekasan
	Adanya komitmen pemerintah kota dalam penyediaan perumahan dan sanitasi
	Ketersediaan lahan

	
	
	
	Resistensi Masyarakat

	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
	Koordinasi antar tingkat pemerintahan yang perlu lebih dioptimalkan
	Koordinasi antar tingkat pemerintahan yang perlu lebih dioptimalkan
	Adanya komitmen pemerintah dan kebutuhan yang harus dipenuhi




1.3.2 Telaahan Renstra Provinsi
[bookmark: _Toc124792620][bookmark: _Toc70874938][bookmark: _Toc124792686][bookmark: _Toc124792759]Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi
	Sasaran Renstra Provinsi
	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi
	Faktor Pendukung
	Faktor Penghambat

	
	
	
	

	Meningkatnya akses infrastruktur dasar permukiman
	Koordinasi antar tingkat pemerintahan perlu lebih dioptimalkan
	Beberapa RTH privat yang dimiliki oleh lembaga baik berupa BUMN maupun lainnya bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah
	Status kepemilikan lahan untuk kegiatan Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP)

	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman,
	Masih adanya kawasan kumuh
	Tersedianya regulasi yang mengakomodir kepentingan masyarakat,
	Rendahnya tingkat kesadaran dari pengembang untuk segera menyerahkan prasarana dan sarana utilitas perumahan,

	Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan,
	Masih banyaknya MBR yang belum mendapat akses rumah layak huni
	Tersedianya sumber daya manusia unggul,
	Data jalan lingkungan yang belum terintegrasi antara legislatif dan eksekutif

	 
	 
	Budaya kerja yang baik
	Tidak tersedianya lahan RTH dan PSU pada perumahan swadaya

	 
	 
	Penunjang alat kerja yang representatif,
	Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum bisa melayani permintaan masyarakat dengan maksimal,

	 
	 
	Adanya komitmen dari pimpinan
	 

	 
	 
	Supporting dan konsistensi dari unsur pelaksana teknis.
	 

	Meningkatnya kualitas gedung negara
	Masih adanya kebutuhan gedung pemerintah yang harus selalu dalam kondisi baik
	Semakin banyaknya inovasi di bidang jasa konstruksi akan menjaga mutu bangunan
	Terdapatnya mitra kerja pemerintah / penyedia barang / jasa yang kurang                           kompeten



1.4 [bookmark: _Toc124792621][bookmark: _Toc124792760][bookmark: _Toc124792687]Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan memalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
[bookmark: _Toc124792761][bookmark: _Toc124792688][bookmark: _Toc70874939][bookmark: _Toc124792622]
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW
	No.
	Telaah RTRW Terkait Tupoksi
	Faktor Pendorong
	Faktor Penghambat

	1
	Semakin meningkatnya minat investasi sehingga perlu pengendalian pemanfaatan ruang untuk melindungi kawasan lindung dan mengontrol pertumbuhan kawasan budidaya, Perlu instrumen pengendalian pemanfaatan tata ruang yang lebih aplikatif,
	Komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur permukiman sesuai rencana tata ruang
	Kebijakan instansi eksternal yang berbeda dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pamekasan dan permasalahan eksternal yang belum terselesaikan

	2
	Realisasi rencana pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang  masih belum bisa mengimbangi minat investasi, sehingga dibutuhkan kontribusi dari pengembang untuk dapat mengimbangi laju perkembangan kota,
	 
	 





1.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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	No.
	Telaah KLHS terkait Tupoksi
	Faktor Pendorong
	Faktor Hambatan

	1
	Belum tersedianya pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota
	Adanya komitmen pemerintah dan kebutuhan yang harus dipenuhi terkait infrastruktur
	Ketersediaan lahan

	
	
	
	Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD 

	2
	Belum dilaksanakannya pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja perkotaan
	Adanya komitmen pemerintah dan kebutuhan yang harus dipenuhi terkait peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan
	Ketersediaan lahan



1.5 [bookmark: _Toc124792624][bookmark: _Toc124792763][bookmark: _Toc124792690]Isu strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.
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Tabel 3.8 Identifikasi Isu Strategis Daerah
	No.
	Tingkat Isu
	Isu Strategis
	Faktor Penentu Keberhasilan

	
	
	Pembangunan Daerah
	

	1
	Internasional
	 
	 

	2
	Nasional
	Terjaminnya ketersediaan dan manajemen AIR BERSIH serta SANITASI yang berkelanjutan untuk semua
	rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air sumber air minum layak.

	
	
	
	populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan

	
	
	
	rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

	
	
	
	desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

	
	
	Terjaminnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
	masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses pada perumahan yang aman dan terjangkau

	
	
	
	penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

	3
	Daerah
	Belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan air bersih/air minum layak bagi masyarakat miskin dan daerah rawan kekeringan di perdesaan
	rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air bersih/air minum layak.

	
	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang digunakan rumah tangga belum memiliki akses aman
	rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan aman

	
	
	
	pembangunan IPLT 

	
	
	Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses pada perumahan yang aman dan terjangkau



Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Penentuan skor pembobotan sebagai berikut:
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	No.
	Kriteria
	Bobot

	1
	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
	20

	2
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
	10

	3
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
	20

	4
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap
pembangunan daerah
	10

	5
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
	15

	6
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
	25

	
	Total
	100



Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada kriteria yang telah di tentukan dalam tabel pembobotan.
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Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria
	No
	Isu Strategis
	Skala Skor
	Total Skor

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang digunakan rumah tangga belum memiliki akses aman
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan air bersih/air minum layak bagi masyarakat miskin dan daerah rawan kekeringan di perdesaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kurangnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis perdesaan (kawasan agropolitan, minapolitan, rupanandur, kampung batik dan bagi rasa)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kurang berfungsinya saluran drainase sebagai pemutus air hujan, menyebabkan masih adanya genangan air di beberapa ruas jalan dalam kota
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah
permukiman masih Kurang, terutama di daerah pedesaan.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Penyedian PSU di perumahan dan permukiman masih rendah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Setelah dilakukan penilaian dan pembobotan isu strategis, selanjutnya menentukan skor rata-rata setiap isu strategis. Isu yang mempunyai nilai rata-rata paling tinggi memiliki dampak paling besar untuk segera di selesaikan.
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	No.
	Isu Strategis
	Total Skor
	Rata-Rata Skor

	1
	Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	 
	 

	2
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang digunakan rumah tangga belum memiliki akses aman
	 
	 

	3
	Belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan air bersih/air minum bagi masyarakat miskin dan daerah rawan kekeringan di perdesaan
	 
	 

	4
	Kurangnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis perdesaan (kawasan agropolitan, minapolitan, rupanandur, kampung batik dan bagi rasa)
	 
	 

	5
	Kurang berfungsinya saluran drainase sebagai pemutus air hujan, menyebabkan masih adanya genangan air di beberapa ruas jalan dalam kota
	 
	 

	6
	Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah
permukiman masih Kurang, terutama di daerah pedesaan.
	 
	 

	7
	Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
	 
	 

	8
	Penyedian PSU di perumahan dan permukiman masih rendah
	 
	 



Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap tujuan dan sasaran RPD serta serangkaian penentuan isu strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut: 
1. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang digunakan rumah tangga belum memiliki akses aman
3. Belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan air bersih/air minum bagi masyarakat miskin dan daerah rawan kekeringan di perdesaan
4. Kurangnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis perdesaan (kawasan agropolitan, minapolitan, rupanandur, kampung batik dan bagi rasa)
5. Kurang berfungsinya saluran drainase sebagai pemutus air hujan, menyebabkan masih adanya genangan air di beberapa ruas jalan dalam kota
6. Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah
permukiman masih Kurang, terutama di daerah pedesaan.
7. Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
8. Penyedian PSU di perumahan dan permukiman masih rendah
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TUJUAN DAN SASARAN
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Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.  Oleh karena itu berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pamekasan yaitu menjamin terpenuhinya infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup yang merata bagi masyarakat dengan sasaran indeks kepuasan layanan infrastruktur.
Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam  tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan/Sasaran
	Kondisi Awal
2022
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-
	Kondisi Akhir

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2026

	 1
	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman,
 
 
 
	 
	Indeks Infrastruktur
	59,95%
	60,29%
	60,49%
	60,69%
	60,69%

	 2
 
	
	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart
	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung
	78,94%
	33,33%
	66,67%
	100,00%
	100,00%

	
	
	
	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi
	60%
	33,33%
	66,67%
	100,00%
	100,00%

	 3
	
	Meningkatnya  Lingkungan Permukiman yang sehat
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
	97,57%
	98,14%
	98,60%
	99,05%
	99,05%

	 
 
 
	 
 
 
 
	 
 
 
	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh
	42,02%
	100,00%
	80,00%
	60,00%
	60,00%

	
	
	
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
	56,53%
	58,53%
	59,53%
	60,53%
	60,53%

	
	
	
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan
	66,65%
	68,65%
	69,65%
	70,65%
	70,65%

	 4
	
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah
	Nilai SAKIP 
	A
	A
	A
	A
	A
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	No
	NSPK
	Indikator
	Satuan
	Target Capaian

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026

	1
	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota
	Persentase jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
	%
	100
	100
	100

	2
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
	%
	100
	100
	100

	3
	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
	%
	100
	100
	100

	4
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	%
	100
	100
	100
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Gambar 4.2 Cascading Kinerja
[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc123675678][bookmark: _Toc123675809][bookmark: _Toc123675003][bookmark: _Toc123675543]
[bookmark: _Toc124792702][bookmark: _Toc124792636][bookmark: _Toc124792775]BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.
Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.
Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.
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	TUJUAN: Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.

	SASARAN: Meningkatnya Kualitas  bangunan gedung sesuai standart

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.
	Meningkatnya Kualitas  bangunan gedung sesuai standart
	Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
	Meningkatkan kualitas inovasi teknologi terapan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan perumahan

	
	 
	Menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah
	Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran

	
	 
	Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang efektif, efisien
	Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan

	 
	 
	Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	Meningkatkan cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

	SASARAN: Meningkatnya  Lingkungan Permukiman yang sehat

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.
	Meningkatnya  Lingkungan Permukiman yang sehat
	meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih 
	peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih daerah rawan air

	
	
	
	peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih perumahan dan permukiman

	
	
	
	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih

	
	
	meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah sistem off-site di kawasan permukiman
	peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah terpusat/komunal

	
	
	
	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah

	
	
	meningkatkan peran dan fungsi Drainase serta jalan lingkungan permukiman di kawasan perdesaan
	pembangunan sarana dan prasarana drainase dan jalan lingkungan 

	
	
	
	penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di perdesaan

	
	
	Mengembangkan perumahan yang layak huni
	Tersedianya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi MBR

	
	
	
	Tersedianya perumahan yang didukung PSU yang baik

	SASARAN: Meningkatnya  Nilai AKIP Perangkat Daerah

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.
	Meningkatnya  Nilai AKIP Perangkat Daerah
 
 
	Penguatan tata kelola fungsi administrasi dan perangkat daerah
	Meningkatkan peñatausahaan administrasi perkantoran

	
	
	Penguatan kinerja sumber daya aparatur perangkat daerah;
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perangkat daerah dan Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur

	
	
	Peningkatan kinerja perangkat daerah
	Menyusun perencanaan program kegiatan serta pendanaannya
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.
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	Tu j uan
	S a s a r a n
	Kode
	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2022
	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-jawab
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	Tahun 2024
	Tahun 2025
	Tahun 2026
	
	

	
	
	
	
	
	
	Target
	Rp.
	Target
	Rp.
	Target
	Rp.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	19
	20

	KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889  TAHUN  2021
	 
	Rp132.581.636.343
	Rp136.559.085.433
	Rp140.655.857.996
	 
	 

	 
	Rp132.581.636.343
	Rp136.559.085.433
	Rp140.655.857.996
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah
	Nilai SAKIP 
	83,95
	85
	Rp4.988.797.193
	85
	Rp5.105.630.097
	85
	Rp5.105.630.097
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	 
	100%
	Rp225.800.000
	100%
	Rp125.800.000
	100%
	Rp125.800.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	 
	4 Perencanaan
	Rp225.800.000
	4 Perencanaan
	Rp125.800.000
	4 Perencanaan
	Rp125.800.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	 
	3 Dokumen
	Rp200.000.000
	3 Dokumen
	Rp100.000.000
	3 Dokumen
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.01.0002
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	 
	74 Dokumen
	Rp5.000.000
	74 Dokumen
	Rp5.000.000
	74 Dokumen
	Rp5.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.01.0004
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	 
	23 Dokumen
	Rp4.800.000
	23 Dokumen
	Rp4.800.000
	23 Dokumen
	Rp4.800.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.01.0006
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	 
	3 Laporan
	Rp16.000.000
	3 Laporan
	Rp16.000.000
	3 Laporan
	Rp16.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik
	 
	100%
	Rp3.372.985.253
	100%
	Rp3.372.985.253
	100%
	Rp3.372.985.253
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik
	 
	1 Unit Kerja
	Rp3.372.985.253
	1 Unit Kerja
	Rp3.372.985.253
	1 Unit Kerja
	Rp3.372.985.253
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.02.0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	 
	33 ORANG/BULAN
	Rp3.372.985.253
	33 ORANG/BULAN
	Rp3.372.985.253
	33 ORANG/BULAN
	Rp3.372.985.253
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase peningkatan kompetansi aparatur
	 
	80%
	Rp80.000.000
	80%
	Rp129.000.000
	80%
	Rp129.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah ASN yang terfasilitasi
	 
	60 ORANG
	Rp80.000.000
	60 ORANG
	Rp129.000.000
	60 ORANG
	Rp129.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.05.0002
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	 
	60 Paket
	Rp1.000.000
	-
	Rp0
	-
	Rp0
	 
	 

	 
	 
	1.04.01.2.05.0009
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	 
	60 ORANG
	Rp79.000.000
	60 ORANG
	Rp129.000.000
	60 ORANG
	Rp129.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi
	 
	100%
	Rp1.310.011.940
	100%
	Rp1.477.844.844
	100%
	Rp1.477.844.844
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah sarana yang layak fungsi
	 
	5 Sarana
	Rp256.111.940
	5 Sarana
	Rp306.111.940
	5 Sarana
	Rp306.111.940
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.06.0001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	 
	12 Paket
	Rp5.000.000
	12 Paket
	Rp5.000.000
	12 Paket
	Rp5.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	 
	72 Paket
	Rp40.000.000
	72 Paket
	Rp40.000.000
	72 Paket
	Rp40.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	 
	89 Paket
	Rp21.111.940
	89 Paket
	Rp21.111.940
	89 Paket
	Rp21.111.940
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.06.0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	 
	7 Paket
	Rp40.000.000
	7 Paket
	Rp40.000.000
	7 Paket
	Rp40.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.06.0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	 
	80 Laporan
	Rp150.000.000
	80 Laporan
	Rp200.000.000
	80 Laporan
	Rp200.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah prasarana yang layak fungsi
	 
	3 Prasarana
	Rp100.000.000
	3 Prasarana
	Rp100.000.000
	3 Prasarana
	Rp100.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.07.0001
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
	 
	1 Unit
	Rp0
	-
	Rp0
	-
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.07.0002
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
	 
	4 Unit
	Rp0
	-
	Rp0
	-
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.07.0010
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	 
	27 Unit
	Rp100.000.000
	27 Unit
	Rp100.000.000
	27 Unit
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
	 
	3 Jasa Penunjang
	Rp708.900.000
	3 Jasa Penunjang
	Rp741.732.904
	3 Jasa Penunjang
	Rp741.732.904
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.08.0001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	 
	2 Laporan
	Rp7.000.000
	2 Laporan
	Rp7.000.000
	2 Laporan
	Rp7.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.08.0002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	 
	217 Laporan
	Rp78.000.000
	217 Laporan
	Rp110.832.904
	217 Laporan
	Rp110.832.904
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.08.0004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	 
	30 Laporan
	Rp623.900.000
	30 Laporan
	Rp623.900.000
	30 Laporan
	Rp623.900.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah 
	 
	3 Pemeliharaan
	Rp245.000.000
	3 Pemeliharaan
	Rp330.000.000
	3 Pemeliharaan
	Rp330.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.09.0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	 
	5 Unit
	Rp125.000.000
	5 Unit
	Rp150.000.000
	5 Unit
	Rp150.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.09.0006
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	 
	100 Unit
	Rp20.000.000
	148 Unit
	Rp30.000.000
	148 Unit
	Rp30.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.01.2.09.0009
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
	 
	19 Unit
	Rp100.000.000
	19 Unit
	Rp150.000.000
	19 Unit
	Rp150.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman
	Indeks Infrastruktur 
	52,90%
	83,70%
	Rp125.592.839.150
	84,90%
	Rp129.864.241.150
	85,00%
	Rp133.629.255.550
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat
	Proporsi Rumah Tangga ( RT ) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan
	57,53%
	58,53%
	Rp46.257.794.150
	59,53%
	Rp46.257.794.150
	60,53%
	Rp46.257.794.150
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
	98,33%
	67,09%
	Rp46.257.794.150
	67,59%
	Rp46.257.794.150
	68,09%
	Rp46.257.794.150
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan
	 
	8 SPAM
	Rp46.257.794.150
	8 SPAM
	Rp46.257.794.150
	8 SPAM
	Rp46.257.794.150
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03.2.01.0025
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) yang disusun
	 
	3 Dokumen
	Rp300.000.000
	2 Dokumen
	Rp300.000.000
	2 Dokumen
	Rp300.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03.2.01.0028
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
yang dibangun
	 
	12 Liter/Detik
	Rp34.952.484.250
	12 Liter/Detik
	Rp34.952.484.250
	12 Liter/Detik
	Rp34.952.484.250
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03.2.01.0026
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
	 
	10 Liter/Detik
	Rp3.874.197.000
	8 Liter/Detik
	Rp3.874.197.000
	8 Liter/Detik
	Rp3.874.197.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03.2.01.0032
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	 
	970 SR
	Rp5.102.978.000
	-
	Rp5.102.978.000
	-
	Rp5.102.978.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03.2.01.0031
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
	 
	9 Unit
	Rp1.067.724.000
	-
	Rp1.067.724.000
	-
	Rp1.067.724.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03.2.01.0024
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	 
	5 Kelompok Masyarakat
	Rp860.410.900
	5 Kelompok Masyarakat
	Rp860.410.900
	5 Kelompok Masyarakat
	Rp860.410.900
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03.2.01.0030
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama
	 
	1 Unit
	Rp100.000.000
	1 Unit
	Rp100.000.000
	1 Unit
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.03.2.01.0015
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan
	 
	-
	Rp0
	-
	Rp0
	-
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat
	Proporsi Rumah Tangga ( RT ) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan
	67,65%
	68,65%
	Rp14.635.045.000
	69,65%
	Rp15.627.067.000
	70,65%
	Rp16.850.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	94,94%
	95,22%
	Rp12.767.100.700
	95,50%
	Rp13.527.067.000
	95,78%
	Rp14.050.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota
	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan
	 
	13 SPALD
	Rp12.767.100.700
	13 SPALD
	Rp13.527.067.000
	13 SPALD
	Rp14.050.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0041
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun
	 
	1 Dokumen
	Rp250.000.000
	1 Dokumen
	Rp250.000.000
	1 Dokumen
	Rp250.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0027
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala
Permukiman Berbasis Masyarakat yang
Dioptimalisasi
	 
	15 Rumah Tangga
	Rp890.033.700
	15 Rumah Tangga
	Rp1.050.000.000
	15 Rumah Tangga
	Rp1.200.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0040
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	 
	35 Orang
	Rp100.000.000
	13 Orang
	Rp100.000.000
	13 Orang
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0034
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah  Domestik (SPALD)
	 
	17 Kelompok
	Rp100.000.000
	17 Kelompok
	Rp100.000.000
	17 Kelompok
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0035
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya
	 
	13 Orang
	Rp100.000.000
	13 Orang
	Rp100.000.000
	13 Orang
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0038
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan
dan Dipelihara
	 
	2 Unit
	Rp100.000.000
	2 Unit
	Rp100.000.000
	2 Unit
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0029
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi
	 
	1 Dokumen
	Rp200.000.000
	1 Dokumen
	Rp200.000.000
	1 Dokumen
	Rp200.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0023
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun
	 
	850 Rumah Tangga
	Rp10.627.067.000
	909 Rumah Tangga
	Rp10.627.067.000
	1000 Rumah Tangga
	Rp11.000.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0037
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan
	 
	1 Unit
	Rp300.000.000
	1 Unit
	Rp300.000.000
	1 Unit
	Rp300.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0033
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	 
	40 Rumah Tangga
	Rp100.000.000
	40 Rumah Tangga
	Rp100.000.000
	40 Rumah Tangga
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0036
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	 
	 
	M3/Hari
	Rp0
	1 M3/Hari
	Rp100.000.000
	1 M3/Hari
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0021
	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	 
	 
	M3/Hari
	Rp0
	1 M3/Hari
	Rp200.000.000
	1 M3/Hari
	Rp200.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.05.2.01.0019
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	 
	 
	Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp300.000.000
	1 Dokumen
	Rp300.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.06
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Luasan genangan air wilayah perkotaan
	268,77 Ha
	249,87 Ha
	Rp1.867.944.300
	241,71 Ha
	Rp2.100.000.000
	232,64 Ha
	Rp2.800.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.06.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota
	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan
	 
	2 Sistem Drainase
	Rp1.867.944.300
	2 Sistem Drainase
	Rp2.100.000.000
	2 Sistem Drainase
	Rp2.800.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.06.2.01.0012
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
	                 1.600,00 
	554 M
	Rp1.292.944.300
	1200 M
	Rp1.500.000.000
	1600 M
	Rp2.000.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.06.2.01.0020
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi
	 
	380 M
	Rp475.000.000
	400 M
	Rp500.000.000
	560 M
	Rp700.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.06.2.01.0023
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase
Lingkungan yang disusun
	 
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh
	21,01%
	100,00%
	Rp1.050.000.000
	80,00%
	Rp1.200.000.000
	60,00%
	Rp1.200.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.07
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	Persentase Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah
	 
	32,35%
	Rp0
	65,68%
	Rp0
	100,00%
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.07.2.01
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota
	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan
	 
	2 Infrastruktur
	Rp0
	2 Infrastruktur
	Rp0
	2 Infrastruktur
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.07.2.01.01
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

	 
	0
	Rp0
	467 Sistem Jaringan
	Rp0
	471 Sistem Jaringan
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.07.2.01.02
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

	 
	0
	Rp0
	2 Sistem Jaringan
	Rp0
	2 Sistem Jaringan
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.07.2.01.03
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

	 
	0
	Rp0
	1 Sistem Jaringan
	Rp0
	1 Sistem Jaringan
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/ Kota yang ditangani

	26,43%
	100,00%
	Rp1.050.000.000
	20,00%
	Rp1.200.000.000
	40,00%
	Rp1.200.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.01
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan
	 
	33,33%
	Rp50.000.000
	66,67%
	Rp200.000.000
	Rp1
	Rp200.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.01.0001
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/Pelaku
Pembangunan Rumah untuk
Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman Terintegrasi Secara
Elektronik
	 
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.02.01.02
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi
	 
	4 Dokumen
	Rp0
	4 Dokumen
	Rp0
	4 Dokumen
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.01.0004
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman
	 
	1 Laporan
	Rp0
	1 Laporan
	Rp100.000.000
	1 Laporan
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.02
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya
	 
	1 Penataan
	Rp1.000.000.000
	1 Penataan
	Rp1.000.000.000
	1 Penataan
	Rp1.000.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.02.0008
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang  Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi
	 
	5 Dokumen
	Rp1.000.000.000
	1 Dokumen
	Rp1.000.000.000
	1 Dokumen
	Rp1.000.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.02.05
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	 
	0
	Rp0
	1 Laporan
	Rp0
	1 Laporan
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	Meningkatnya Kualitas  bangunan gedung sesuai standart
	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung 
	90,06%
	33,33%
	Rp200.000.000
	66,67%
	Rp300.000.000
	100,00%
	Rp300.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.08
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota
	100,00%
	33,33%
	Rp200.000.000
	33,33%
	Rp300.000.000
	33,34%
	Rp300.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.08.2.01
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	 
	 
	Rp200.000.000
	 
	Rp300.000.000
	 
	Rp300.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.08.2.01.0023
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	 
	200 Dokumen
	Rp200.000.000
	200 Dokumen
	Rp300.000.000
	200 Dokumen
	Rp300.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	Meningkatnya Kualitas  bangunan gedung sesuai standart
	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi
	80,00%
	33,33%
	Rp57.946.000.000
	66,67%
	Rp59.794.380.000
	100,00%
	Rp61.594.461.400
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.08
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota
	100,00%
	33,33%
	Rp5.000.000.000
	33,33%
	Rp5.150.000.000
	33,34%
	Rp5.304.500.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.08.2.01
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	 
	 
	Rp5.000.000.000
	 
	Rp5.150.000.000
	 
	Rp5.304.500.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.08.2.01.0021
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	 
	3 Dokumen
	Rp5.000.000.000
	2 Dokumen
	Rp5.150.000.000
	2 Dokumen
	Rp5.304.500.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.09
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik
	 
	33,33%
	Rp52.446.000.000
	33,33%
	Rp54.019.380.000
	33,34%
	Rp55.639.961.400
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.09.2.01
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan
	 
	1 Penataan Bangunan
	Rp52.446.000.000
	1 Penataan Bangunan
	Rp54.019.380.000
	1 Penataan Bangunan
	Rp55.639.961.400
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.09.2.01.0008
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
yang Ditata
	 
	295 Kawasan
	Rp52.446.000.000
	258 Kawasan
	Rp54.019.380.000
	266 Kawasan
	Rp55.639.961.400
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.11
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi
	71,85%
	92,16%
	Rp200.000.000
	94,83%
	Rp325.000.000
	96,33%
	Rp350.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	 
	 
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
	100,00%
	100,00%
	Rp200.000.000
	100,00%
	Rp200.000.000
	100,00%
	Rp200.000.000
	 
	 

	 
	 
	1.03.11.2.01
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan
	 
	2 Penyelenggaraan
	Rp200.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp325.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp350.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.11.2.01.0016
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi
atau Analis yang Dilatih
	 
	200 Orang
	Rp100.000.000
	250 Orang
	Rp200.000.000
	300 Orang
	Rp200.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.11.2.01.0010
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi
atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi
	 
	200 Orang
	Rp100.000.000
	250 Orang
	Rp125.000.000
	300 Orang
	Rp150.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.11.2.04 
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	 
	71,14%
	Rp200.000.000
	85,14%
	Rp200.000.000
	99,14%
	[bookmark: _GoBack]Rp200.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.11.2.04.0008
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun
	 
	1 Dokumen
	Rp25.000.000
	1 Dokumen
	Rp25.000.000
	1 Dokumen
	Rp25.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.11.2.04.0006
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk
	 
	100 Lembaga
	Rp100.000.000
	100 Orang
	Rp100.000.000
	100 Orang
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.03.11.2.04.0004
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan
	 
	100 Paket Pekerjaan
	Rp75.000.000
	100 Laporan
	Rp75.000.000
	100 Laporan
	Rp75.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.05 
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	5,56%
	16,67%
	Rp100.000.000
	22,22%
	Rp100.000.000
	27,78%
	Rp100.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.05.2.01 
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	 
	33,33%
	Rp100.000.000
	66,67%
	Rp100.000.000
	100%
	Rp100.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.05.2.01.0003
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	 
	2 Laporan
	Rp100.000.000
	2 Laporan
	Rp100.000.000
	2 Laporan
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
	97,77%
	98,14%
	Rp5.504.000.000
	98,60%
	Rp6.685.000.000
	99,05%
	Rp7.427.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
	 
	22,22%
	Rp1.275.000.000
	33,33%
	Rp2.237. 500.000
	44,45%
	Rp2.850.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota
	 
	0%
	Rp0
	33,33%
	Rp100.000.000
	33,33%
	Rp100.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.01
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan
	 
	4 pendataan
	Rp0
	4 pendataan
	Rp400.000.000
	4 pendataan
	Rp400.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.01.0007
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Data Rumah di
Lokasi yang Berpotensi Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota
	 
	Dokumen
	Rp0
	2 Dokumen
	Rp100.000.000
	2 Dokumen
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.01.0002
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi
Lahan yang Potensial Sebagai
Lokasi Relokasi Perumahan
	 
	Dokumen
	Rp0
	2 Dokumen
	Rp100.000.000
	2 Dokumen
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.01.0003
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
	Jumlah Dokumen Data Rumah
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Kejadian Sebelumnya yang Belum
Tertangani
	 
	Dokumen
	Rp0
	2 Dokumen
	Rp100.000.000
	2 Dokumen
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.01.0004
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
	Jumlah Dokumen data Rumah
yang Terkena Bencana
Kabupaten/Kota berdasarkan
Tingkat Kerusakan Rumah
	 
	Dokumen
	Rp0
	2 Dokumen
	Rp100.000.000
	2 Dokumen
	Rp100.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.01.0010
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Data Bakal
Calon Penerima Rumah bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
yang Terverifikasi
	 
	Dokumen
	Rp0
	Dokumen
	Rp0
	Dokumen
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.01.0006
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
	Jumlah Dokumen Data Rumah
Sewa Milik Masyarakat, Rumah
Susun, dan Rumah Khusus
	 
	Dokumen
	Rp0
	Dokumen
	Rp0
	Dokumen
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.03
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	 
	22,22%
	Rp1.225.000.000
	55,55%
	Rp1.837.500.000
	100%
	Rp2.450.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.03.0001
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
	 
	50 Unit Rumah
	Rp875.000.000
	75 Unit Rumah
	Rp1.312.500.000
	100 Unit Rumah
	Rp1.750.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.03.02
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	 
	Dokumen
	Rp0
	Dokumen
	Rp0
	Dokumen
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.03.03
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota
	 
	Ha
	Rp0
	Ha
	Rp0
	Ha
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.03.0004
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun
	 
	20 Unit Rumah
	Rp350.000.000
	30 Unit Rumah
	Rp525.000.000
	40 Unit Rumah
	Rp700.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.03.0011
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota
	Jumlah Rumah Khusus beserta
PSU bagi Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota
	 
	Unit Rumah
	Rp0
	Unit Rumah
	Rp0
	Unit Rumah
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.03.0006
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Jumlah Rumah pada Lokasi
Relokasi Program Kabupaten/Kota
yang Dilaksanakan Operasional
dan Pemeliharaan
	 
	Unit Rumah
	Rp0
	Unit Rumah
	Rp0
	Unit Rumah
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.06 
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan
	 
	33,33%
	Rp50.000.000
	66,67%
	Rp100.000.000
	Rp1
	Rp100.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.06.0001
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/Pelaku
Pembangunan Rumah untuk
Penerbitan izin Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
Terintegrasi Secara Elektronik
	 
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.06.0003
	Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan
	 
	Laporan
	Rp0
	5 Laporan
	Rp50.000.000
	5 Laporan
	Rp50.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.07 
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
	Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan
	 
	 
	Rp0
	 
	Rp0
	 
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.02.2.07.0002
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Penerbitan
Sertifikat Kepemilikan Bangunan
Gedung (SKBG)
	 
	Laporan
	Rp0
	Laporan
	Rp0
	Laporan
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani
	26,43%
	100,00%
	Rp229.000.000
	20,00%
	Rp235.000.000
	40,00%
	Rp242.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.03
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang  ditingkatkan kualitasnya
	 
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp229.000.000
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp235.000.000
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp242.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.03.01
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.03.0002
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
	 
	0 Unit Rumah
	Rp0
	278 Unit Rumah
	Rp0
	286 Unit Rumah
	Rp0
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.03.2.03.04
	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
	 
	3 Laporan
	Rp229.000.000
	3 Laporan
	Rp235.000.000
	3 Laporan
	Rp242.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.04
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	3,10%
	2,42%
	Rp4.000.000.000
	1,74%
	Rp4.112.500.000
	1,06%
	Rp4.235.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.04.2.01
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan
	 
	1 Perbaikan RTLH
	Rp4.000.000.000
	1 Perbaikan RTLH
	Rp4.112.500.000
	1 Perbaikan RTLH
	Rp4.235.000.000
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	1.04.04.2.01.0001
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
	 
	228 Unit Rumah
	Rp4.000.000.000
	730 Unit Rumah
	Rp4.112.500.000
	730 Unit Rumah
	Rp4.235.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.2
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
	 
	33,33%
	Rp0
	66,67%
	Rp0
	100%
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.2.201
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah izin lokasi yang diberikan
	 
	1 Koordinasi
	Rp0
	1 Koordinasi
	Rp0
	1 Koordinasi
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.2.201.1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.4
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	Persentase Tingkat Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
	 
	33,33%
	Rp0
	66,67%
	Rp0
	100%
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.4.201
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota
	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan
	 
	2 Koordinasi
	Rp0
	2 Koordinasi
	Rp0
	2 Koordinasi
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.4.201.1
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.4.201.2
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	 
	1 Berita Acara
	Rp0
	1 Berita Acara
	Rp0
	1 Berita Acara
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.5
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah
	 
	33,33%
	Rp2.000.000.000
	66,67%
	Rp1.589.214.186
	100%
	Rp1.920.972.349
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.5.201
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan
	 
	1 Koordinasi
	Rp2.000.000.000
	1 Koordinasi
	Rp1.589.214.186
	1 Koordinasi
	Rp1.920.972.349
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.5.201.2
	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 
	1 Dokumen
	Rp2.000.000.000
	1 Dokumen
	Rp1.589.214.186
	1 Dokumen
	Rp1.920.972.349
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.6
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
	 
	33,33%
	Rp0
	66,67%
	Rp0
	100%
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.6.201
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang ditetapkan
	 
	4 Koordinasi
	Rp0
	4 Koordinasi
	Rp0
	4 Koordinasi
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.6.201.1
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.6.201.2
	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.6.201.3
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota
	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.6.201.4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.6.202
	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan
	 
	2 Koordinasi
	Rp0
	2 Koordinasi
	Rp0
	2 Koordinasi
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.6.202.1
	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.6.202.2
	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.8
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
	Persentase tanah kosong yang dikelola
	 
	33,33%
	Rp0
	66,67%
	Rp0
	100%
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.8.201
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
	Jumlah tanah kosong yang diselesaikan masalahnya
	 
	1 Koordinasi
	Rp0
	1 Koordinasi
	Rp0
	1 Koordinasi
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.8.201.1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong
	 
	1 Laporan
	Rp0
	1 Laporan
	Rp0
	1 Laporan
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.8.202
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
	Jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan
	 
	2 Koordinasi
	Rp0
	2 Koordinasi
	Rp0
	2 Koordinasi
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.8.202.1
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota yang Diinventarisasi.
	 
	1 Laporan
	Rp0
	1 Laporan
	Rp0
	1 Laporan
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.8.202.2
	Pemanfaatan Tanah Kosong
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.9
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
	Persentase izin membuka tanah yang dikelola
	 
	33,33%
	Rp0
	66,67%
	Rp0
	100%
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.9.202
	Penerbitan Izin Membuka Tanah
	Jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan
	 
	2 Koordinasi
	Rp0
	2 Koordinasi
	Rp0
	2 Koordinasi
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.9.202.1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.9.202.2
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.10
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	Persentase penggunaan tanah yang tertata
	 
	33,33%
	Rp0
	66,67%
	Rp0
	100%
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.10.201
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah tanah hamparan dalam satu daerah Kab/Kota yang digunakan
	 
	3 Koordinasi
	Rp0
	3 Koordinasi
	Rp0
	3 Koordinasi
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.10.201.1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	 
	1 Laporan
	Rp0
	1 Laporan
	Rp0
	1 Laporan
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.10.201.2
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.10.201.3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.13
	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
	Persentase survey, pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan
	 
	33,33%
	Rp0
	66,67%
	Rp0
	100%
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.13.701
	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong
	Jumlah kegiatan survei pengukuran dan pemetaan tanah instansi pemerintah yang dilaksanakan
	 
	2 Kegiatan
	Rp0
	2 Kegiatan
	Rp0
	2 Kegiatan
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.13.701.1
	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.13.701.2
	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.14
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN
	Persentase pengembangan dan pembinaan SDM dan kelembagaan pertsnahan yang dilakukan
	 
	33,33%
	Rp0
	66,67%
	Rp0
	100%
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.14.701
	Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten
	Jumlah pembinaan dan kerjasama kelembagaan pertanahan yang dilaksanakan
	 
	2 Pembinaan
	Rp0
	2 Pembinaan
	Rp0
	2 Pembinaan
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.14.701.1
	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan

	 
	 
	2.10.14.701.2
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan
	 
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0
	DPRKP
	Kabupaten Pamekasan
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KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.
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	No.
	Indikator
	Kondisi Kinerja pada awal RPD
	Target Capaian Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	

	1
	Indeks Infrastruktur
	52,90%
	60,29%
	60,49%
	60,69%
	60,69%

	2
	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung
	90,06%
	33,33%
	66,67%
	100,00%
	100,00%

	3
	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi
	80,00%
	33,33%
	66,67%
	100,00%
	100,00%

	4
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
	97,77%
	98,14%
	98,60%
	99,05%
	99,05%

	5
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh
	21,01%
	100,00%
	80,00%
	60,00%
	60,00%

	6
	Proporsi Rumah Tangga ( RT ) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan
	57,53%
	58,53%
	59,53%
	60,53%
	60,53%

	7
	Proporsi Rumah Tangga ( RT ) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan
	67,65%
	68,65%
	69,65%
	70,65%
	70,65%



[bookmark: _Toc123675684][bookmark: _Toc124792642][bookmark: _Toc124792708][bookmark: _Toc124792781][bookmark: _Toc123675815]Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
	No
	Indikator
	Target Capaian Setiap Tahun

	
	
	Tahun 2024
	Tahun 2025
	Tahun 2026

	1
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari
	74,22%
	76,37%
	78,51%

	2
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
	95,22%
	95,50%
	95,78%

	3
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
	33,00%
	33,00%
	34,00%

	4
	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

	92,16%
	94,83%
	96,33%

	5
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	6
	Jumlah Warga
 Negara korban
 bencana yang
 memperoleh
 rumah layak
huni
	22,22%
	33,33%
	44,45%

	7
	Jumlah Warga
 Negara yang
 terkena relokasi akibat program
 Pemerintah
Daerah kabupaten /kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
	0%
	33,33%
	33,33%

	8
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani
	100,00%
	20,00%
	40,00%

	9
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
	2,42%
	1,74%
	1,06%

	10
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	16,67%
	22,22%
	27,78%
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	No
	Jenis Layanan
	Target Pencapaian
	Program
	Kegiatan
	Sub Kegiatan
	Anggaran
	Sumber Dana

	
	
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	

	1
	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota
	100%
	100%
	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
	Rp0
	Rp100.000.000
	Rp100.000.000
	DAU

	
	
	
	
	
	
	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
	Rp0
	Rp100.000.000
	Rp100.000.000
	DAU

	
	
	
	
	
	
	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
	Rp0
	Rp100.000.000
	Rp100.000.000
	DAU

	
	
	
	
	
	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Rp875.000.000
	Rp1.312.500.000
	Rp1.750.000.000
	DAU

	
	
	
	
	
	
	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Rp350.000.000
	Rp525.000.000
	Rp700.000.000
	DAU

	2
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	100%
	100%
	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

	Rp0
	Rp100.000.000
	Rp100.000.000
	DAU

	
	
	
	
	
	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota
	Rp0
	Rp0
	Rp0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Rp0
	Rp0
	Rp0
	

	3
	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
	100%
	100%
	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Rp34.952.484.250
	Rp34.952.484.250
	Rp34.952.484.250
	DAU

	
	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Rp3.874.197.000

	Rp3.874.197.000

	Rp3.874.197.000

	DAU

	
	
	
	
	
	
	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 
Jaringan Perpipaan
	Rp5.102.978.000

	Rp5.102.978.000

	Rp5.102.978.000

	DAK

	
	
	
	
	
	
	
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Rp2.000.000.000
	Rp2.060.000.000
	Rp2.121.800.000
	DAU

	4
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik
	100%
	100%
	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Rp890.033.700

	Rp1.050.000.000
	Rp1.200.000.000
	DAU

	
	
	
	
	
	
	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat

	Rp10.627.067.000

	Rp10.627.067.000

	Rp11.000.000.000

	DAK



NB: Hanya diisi Perangkat Daerah Pengampu SPM
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PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.
Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang  dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat,  Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
di bawah ini :

Nama : MUHARRAM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. BADDRUT TAMAM,S.Psi
Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 29 Nopember 2018

Pihak kedua, Pihak Pertama,

—_—

H. BADPRUT TAMAM,S.Psi
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